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PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR lf‘j TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 123
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rencangan Peraturan
Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Tahun 2025-2029:

Paraf Koordinasi Mengingat. ..

Plt .Kepala Badan Kesbangpolda k

Kepala Bagian Hukum r@




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Menetapkan:

Daerah-daerah Tingkat I Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025-2029.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1-

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima)
tahun;

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia;

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang
selanjutnya disebut Renstra Badan adalah rencana 5 (lima) tahunan yang
menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci
keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu;

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan wusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks

pembangunan manusia;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten
ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.

Paraf Koordinasi 7. Rencana...

Plt. Kepala Badan Kesbangpold\ I

Kepala Bagian Hukum




Ta

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025-2029.

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan
rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan

dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun;

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan

kegiatan dan hasil pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen

perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun;

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumberdaya baik berupa personal, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua
jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam bentuk barang dan jasa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada ahkir

periode perencanaan Tahun 2029;

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
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16.

1

18.

19.
20.
21.

22,

23.

24.

25,

26.

(1)

(2)

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun;

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun

perencanaan pembangunan daerah

Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan

serta mengolah data pembangunan Daerah;

Daerah adalah Kabupaten Ende;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende;
Bupati adalah Bupati Ende;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende

Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Kabupaten Ende
BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama
para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-

masing.
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(3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan

potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan

nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

(1) Renstra Badan disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh

dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam

penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.

(2) Tujuan Penyusunan Renstra Badan adalah:

a.

sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah setiap tahun.

. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja
Anggaran (RKA) disetiap bidang lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah.

. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Ende;

. sebagail acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala

prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara

menyeluruh.
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e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku
pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai program-
program strategis yang akan dikembangkan oleh Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah dalam kurun waktu S (lima) tahun ke depan.

BAB IV
RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Pasal 5

(1) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2025-2029
memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Badan
Tahun 2025- 2029 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun
2025- 2029.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai
berikut :
a. babl Pendahuluan
b. bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
Perangkat Daerah
c. bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

d. bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja

Penyelenggaraan Bidang Urusan
e. babV Penutup

(3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra Badan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan Peraturan Bupati ini.
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BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
Pasal 6

(1) Penyusunan Renstra Badan melibatkan semua personil aparatur Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan sektor terkait untuk membangun

komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas selama 5 (lima) tahun.

(2) Penyusunan Renstra Badan didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta

kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas
Pasal 7

(1) Rancangan Akhir Renstra Badan disampaikan kepada Kepala Badan untuk

diverifikasi;

(2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra Badan hasil verifikasi Kepala Badan

diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan

Bupati.

(3) Kepala Badan menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra
Badan kepada semua Pejabat Pengawas Administrator dan Pelaksana

lingkup Badan;

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 8

(1) Kepala Badan melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator

melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
a. kebijakan perencanaan; dan

b. pelaksanaan.

Pasal 9

Pengendalian pelaksanaan Renstra Badan meliputi pemantauan, supervisi
dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program

dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.

Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat
Pengawas dan Administrator lingkup Dinas meliputi realisasi kegiatan,
penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan

kegiatan.

Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan
kepada Kepala Dinas melalui Bagian Sekretariat, Fungsional
Perencana/Sub bagian Program Evaluasi dan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah yang diketahui oleh Sekretaris Badan.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 10

Kapala Badan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
a. Pelaksanaan Kegiatan Program Badan dan;

b. Hasil pelaksanaan Renstra Badan.
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(1)

(1)

(2)

Pasal 11

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/bagian

dan dikoordinasikan dengan sekretaris Badan;

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, pelaksanaan program dan Kkegiatan

pembangunan daerah, dan

b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-

masing bagian dalam rangka pencapaian Renstra Badan

Bagian Ketiga

Perubahan
Pasal 12

Renstra Badan dapat diubah dalam hal:

a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Ende.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam
Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah,
bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah

setiap tahun anggaran.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 14
(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor
31 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2% November 2025

Diundangkan di Ende
pada tanggal 2.6 Hovamber 2005
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR . 44....TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
limpahan rahmat-Nya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Ende 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Perencanaan
pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Dalam kerangka waktu
pencapaian tujuan, Perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Perencanaan Jangka
Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Tahunan, yang
masingmasing harus selaras satu dengan yang lain dan memiliki program yang

berkesinambungan.

RENSTRA ini merupakan perencanaan tiga tahunan yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan dalam
Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam periode tahun 2025 -
2029. Oleh karena itu perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan
program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai acuan/pedoman dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende.
Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupeten Ende menyusun
RENSTRA Tahun 2025 - 2029 sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029..

Akhirnya, kepada semua pihak/tim yang telah membantu penyelesaian
penyusunan RENSTRA ini, diucapkan terimakasih, semoga upaya dan partisipasi tersebut
merupakan salah satu wujudnya ta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Ende, 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kabupaten Ende,

NIP. 19690521 199503 1 004
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen
perencanaan suatu organisasi /lembaga yang menentukan strategi atau
arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk
mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia
dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana Strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan
perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan
proyeksi kondisi pada masa depan. Didalam Renstra digambarkan tujuan,
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses
berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui
proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan
mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur
hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan
yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun
perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJIPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD), dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tataran perangkat daerah diharuskan
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas
pokok dan fungsi.

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 disusun berdasarkan
Instruksi Menteri Dalam Negeri(INMENDAGRI) Nomor 2 tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
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Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende
Tahun 2025-2029 maka Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende diharapkan
mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas
kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi
kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan
tercapainya sasaran pembangunan daerah dan renstra perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana
Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. | Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);

2. | Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004, Nomor 104);

3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 6856);

4. | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-
2024,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun
2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Mengenai Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah
dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
berakhir Tahun 2029;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten
Ende(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);

12,

Peraturan Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende;

13.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah
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dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
berakhir Tahun 2029;

14, | Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 );

15. | Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ende Nomor 3);

16. | Peraturan Bupati Ende Nomor 16 tahun 2025 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2025 Nomor 16).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende dalam pencapaian tujuan
dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende;

2. Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program,
dan kegiatan serta indikator kinerja Perangkat Daerah;

3. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
dan rencana anggaran Perangkat Daerah, penyusunan laporan kinerja,
serta untuk mengukur target capaian kinerja program.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati Ende dan Wakil Bupati Ende periode
2025-2029 ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta
program dan kegiatan/sub kegiatan pada Badan Kesbangpol Daerah
Kabupaten Ende sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019
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yang dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-
3406 Tahun 2024.

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya
urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada
masyarakat.

3. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol
Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan dalam kurun waktu
5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan
Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende.

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelakasanaan serta pengemdalian dan evaluasi pada
setiap tahun anggaran.

5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol Daerah
Kabupaten Ende.

1.4 Sistematika Penulisan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar bekakang
1.2.Dasar Hukum Penyusunan
1.3.Maksud dan Tujuan
1.4.Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
b. Sumber Daya Perangkat Daerah
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
d. Kelompok Sasaran Layanan
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
b. Perumusan Isu Strategis
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
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3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan
Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN
4.1 Uraian Program
4.2 Uraian Kegiatan
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu
Indikatif
4.4 Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan
Daerah
4,5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama
(IKU) Perangkat Daerah
4.6 Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun
2025-2029.
BAB V PENUTUP
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 03 Tahun 2020 tentang
Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, serta
Peraturan Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Kabupaten Ende
» Tugas
Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan
dan didukung oleh Pejabat-pejabat Eselon III dan Kelompok Jabatan
Fungsional serta unsur staf yang tersebar di Sekretariat dan Bidang-bidang.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut:

1. Kedudukan
Badan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan
| Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan
bangsa dan Politik Daerah.
»  Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende mempunyai fungsi :
1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perudang-undangan;
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2) Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan
Kehidupan Demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadan nasional
dan penanganan konflik social di Daerah sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;

3) Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan
Kehidupan Demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadan nasional
dan penanganan konflik social di Daerah sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

4) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pembinaan Ideologi
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam
Negeri dan Kehidupan Demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,
umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan
kewaspadan nasional dan penanganan konflik social di Daerah sesuai

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
| 5) Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

» Struktur Organisasi
Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten
Ende, terdiri dari

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan

5. Bidang Politik dalam Negeri
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6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan penangnan konflik

7.Kelompok Jabatan Fungsional

s Sekretariat

*
”

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di
lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat
menyelenggaran fungsi koordinasi dan penyusunan program dan
anggaran, pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan,
pelaksanaan pengeloaan keuangan, pengelolaan perlengkapan, urusan
tata usaha, rumah tangga dan asset, pengelolaan urusan ASN dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politrik Daerah Kabupaten Ende.

Sekretaris Badan dibantu oleh 1 ( satu ) Sub Bagian vyaitu Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian.

»  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan,
urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan
pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud Subbagian umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan persuratan;
b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan
ketertiban kantor;
d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik
daerah;
e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;dan
g. pengelolaan kehumasan.
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan Badan di bidang
ideology, Wawasan Kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa,

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
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Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdaayaan organisasi
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi
dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan

organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing

Bidang Politik dalam Negeri

Bidang Politik dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, kepala
daerah serta pemantauan situasi politik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan penangnan konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan penangnan konflik mempunyai
tugas badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sesuai
dengan kebutuhan.

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi melakukan
kegiatan fungsi tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Kabupaten Ende sesuai dengan keahliannya masing-
masing;

2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh fungsional senior
yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

3. Tenaga fungsional dimaksud berdasarkan kebutuhan vyang
ditetapkan oleh Bupati.




Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 47 Tahun 2020 adalah Seperti pada Bagan
berikut ini :

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Ende

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Keasatuan
Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende didukung oleh aparatur maupun sumber
daya lainnya berupa asset/barang inventaris. Adapun kondisi sumber daya yang
dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang dapat digambarkan
sebagai berikut:
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» Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020
tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende
serta Peraturan Bupati Ende Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Kabupaten Ende terdapat 7 jabatan struktural dan 10 jabatan
fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende,

yaitu :
1. Eselon II : 1 orang
2. EselonIII  : 5 orang
3. Eselon IV : 1 orang

4. Kelompok Jabatan Fungsional : 10 Orang

Dalam melaksanakan tugas fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Kabupaten Ende didukung oleh aparatur sebanyak 23 orang yang terdiri
dari 18 PNS dan 5 orang Tenaga Outsourcing keadaaan s/d Bulan Juni 2025 .
Rincian Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Kabupaten Ende berdasarkan pangkat/Gol/Ruang, Tingkat Pendidikan
dan Diklat Struktural yang telah diikuti dapat dilihat dalam tabel —tabel berikut
ini :
Tabel 2.1
Pegawai Badan Kesbangpol Daerah Kab. Ende

Menurut Kepangkatan/ Golongan
Keadaan Tahun 2025

No Pangkat/ Golongan Jumlah
1. | Pembina Utama Muda (IV-c) 1 orang
2. | Pembina Tingkat I (IV-b) 1 orang
3. | Pembina (IV-a) 4 orang
4. | Penata Tingkat I (I1I-d) 5 orang
5. | Penata (III-c) 0 orang
6. | Penata Muda Tk. I (III-b) 1 orang
7. | Penata Muda (III-a) 2 orang
8. | Pengatur Tingkat I (II-d) 5 orang
9. | Pengatur (II-c) 0 orang
10. | Pengatur Muda tingkat I (1I-b) 0 orang
11. | Pengatur muda (II-a) -
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12, | Juru Tk.I (I-d) 0 orang

Jumlah 18 orang
Sumber data: Badan Kesbangpolda Juni 2025

Tabel 2.2.
PNS Badan Kesbangpol Daerah Kab. Ende

Menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan Tahun 2025
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. | Strata 2 (S2) 1 orang
2. | Strata 1 (S1) 12 orang
3. | Sarjana Muda (D3) 2 orang
4. | SLTA 4 orang
5. | SLTP Orang
Jumlah 19 orang

Sumber data: Badan Kesbangpolda Juni 2025

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kabupaten Ende didukung oleh tenaga Outsorcing yang dibiayai oleh
APBD Kabupaten Ende sebanyak 5 orang dengan rincian berdasarkan tingkat
pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tenaga Outsorcing Badan Kesbangpolda Kab.Ende
_Menurut Tingkat Pendidikan

S1
2 SLTA 5
Total 5

Sumber data: Badan Kesbangpolda Juni 2025

Tabel 2.4
PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Ende
Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan
Keadaan Tahun 2025

1. | Kepala Badan | 1 1 1

2. | Sekretaris Badan 1 - 1 i PIM III
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3. | Kepala Bidang 4 - - 3 PIM III 3 Orang,

PIM IV 1 Orang

4. | Kasubbag 1 - - PIM IV

Sumber data: Badan Kesbangpolda Juni 2025

» Sarana Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :
Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende

| NAMAJJENIS |  MERK/TYP| “JUMLAH | KET.
NG | MG AT i i gt MNG % t h
1 Gedung Kantor Permanen 2 Baik
2 Mobil Toyota New Rush 1 Baik
3 Sepeda Motor Honda Win Wcd 1 Baik
B Sepeda Motor Honda Nf 125 sd 1 Baik
5 Sepeda Motor Honda Nf 125 sd 1 Baik
6 Sepeda Motor Honda Mcb Win 1 Baik
7 Sepeda Motor Honda Mcb Win 1 Baik
8 Sepeda Motor Honda Mcb Win 1 Baik
9 Sepeda Motor Honda Mcb Win 1 Baik
10 Sepeda Motor Honda Tiger GL200 D 1 Baik
11 Sepeda Motor Honda Mega Pro GL 2 Baik
12 Lemari Kayu 2 Baik
13 Lemari Kayu Lemari Kayu 2 Pintu 4 Baik
14 Mesin Absensi Fingersport/Revo Duo 1 Baik
158 BNC
13 Filling Cabinet Besi Brother 3 Baik
14 Meja Kerja Kayu Kayu 8 Baik
15 Meja Rapat Kayu 7 Baik
16 Meja V2 Biro /2 Biro 5 Baik
17 Kursi Tamu Biro 1 Baik
18 Sofa Mahkota 2 Baik
19 Televisi Polytron 2 Baik
20 Wireless Martin Roland v Baik
21 Camera Film Canon/EQOS 650 D 1 Baik
22 Alat Rumah Tangga Toa/Toa 2 Baik
Lainnya
23 Alat Komunikasi 1 Baik
radio uhf lainnya
24 Televisi Polytron 2 Baik
25 PC Unit 12 Baik
26 PC Unit Intel Core 13 1 Baik
27 PC Unit HP Aio / 22TF0144D 2 aik
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28 Laptop Toshiba /L8 40 2 Baik
29 Laptop Acer /E-1766 1 Baik
30 Laptop Asus/X441MA 1 Baik
31 Notebook Toshiba/NB510 1 Baik
32 Printer Canon /IP 2770 1 Baik
33 Printer Canon MPs27 1 Baik
34 Printer Canon PIXMA / PIXMA 1 Baik
TS307

(Sumber Laporan Inventaris Barang Kesbangpollinmas, Keadaan Juni 2025)

Dari tabel sebagaimana tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Daerah Kabupaten Ende memerlukan aset yang baru sebagai penunjang
pelayanan antara lain Komputer, laptop dan Printer untuk kelancaran pelaksanaan

kegiatan dan Pagar Pengaman Kantor untuk keamanan asset kantor.
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C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pencapaian Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun periode Renstra (2020 sampai dengan 2024)
dapat dilihat pada table berikut :
1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende
dapat dilihat dari pencapaian Indikator Tujuan sebagai Indikator Kinerja Utama
(IKU) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024, sebagai
berikut:

Tabel 2.6
Target Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2020 — 2021

Kondisi
Data Porsentase Kinerja
" Capaian : Capaian pada
5 n ndikator T g Ca
No Sasara I s:;a i s ar get p aian Kinerja s/d Priode
Perencanaan Tahun 2021 Renstra
(%) Tahun
2021
(%)
¢ 2 (3) 4) (5) ® | @ | ® ©) an
1 Meningkatnya | Cakupan Kegiatan NA 100% 100% | 0,00% 50% 50% 50%
Keamanan dan | Pembinaan
Ketertiban Terhadap
Masyarakat
Cakupan Kegiatan NA 100% 100% | 33,3% | 100% 100% 100%
Antisipasi
Penangan Konflik
Sosial
Penyelenggaraan NA 3 Kali 3 kali 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali
Parade (33,33 | 100% 100% 100%
Kebangsaan dan %)
Hari Besar
Nasional
2 Meningkatnya | Cakupan Kegiatan NA 100% 100% | 100% 66% 66% 66%
Partisipasi Pembinaan
Masyarakat Terdapat Parpol,
Dalam Ormas,LSM  dan
Berpolitik OKP
Penjelasan:

Capaian Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah adalah sebagai berikut :
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» Sasaran Strategis
Sasaran I : Meningkatkan Keamanan dan ketertiban
< Indikator Kinerja
1. Cakupan Kegiatan Pembinaan Terhadap Masyarakat

Pada tahun 2020 dan 2021 target kegiatan pembinaan terhadap
masyarakat dilakukan melalui rangkuman kegiatan forum — forum yang
terdiri dari kegiatan forum Kerukunan Umat beragama, Forum
Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Daerah namun
tidak satupun kegiatan dilaksanakan pada tahun 2020 karena anggaran
untuk kegiatan dimaksud telah direcofusing untuk menekan Ilaju
penyeba}an covid 19 di Kabupaten Ende, sehingga yang targetkan
sebanyak 100 %, namun dalam pelaksanaan di tahun 2020 adalah 0 %.
Namun pada tahun 2021 hanya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
dilaksanakan di Kecamatan Ndori. Pada Tahun 2021 dilakukan dilakukan
Monitoring pada beberapa kecamatan Sehingga yang targetkan
sebanyak 100 %, namun dalam pelaksanaan di tahun 2021 adalah 50 %.

2. Cakupan Kegiatan antisipasi penanganan konflik social
Pada target kinerja tahun 2020 Cakupan Kegiatan Antisipasi penanganan
konflik social mencakup 6 Kegiatan namun yang bias dilaksanakan di
tahun 2020 hanya 2 kegiatan. Kegiatan yang masuk kedalam kegiatan
antisipasi penanganan konflik social diantaranya :

1. Fasilitasi penyelesaian masalah adat antara suku embuleko dan suku
embungguwa di Desa Tenda, Kecamatan Wolojita dan tidak
menghasilkan kesepakatan.

2. Fasilitasi penyelesaian masalah adat yang berhubungan dengan
batas wilayah adat antara masyarakat Desa Saga Kecamatan
Detusoko dan Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur telah
diselesaikan secara damai

3. Monitoring masalah kantibmas berdasarkan laporan masyarakat
antara lain : Pemagaran Rumah sakit Pratama Wewaria,
Pelanggaran adat di Desa Nduaria, pemantauan pelaksanaan
pencegahan penyebaran Covid 19 dan pemantauan pelaksanaan

pemilihan kepala desa serentak.
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Sehingga yang ditargetkan di tahun 2020 sebanyak 100 % dengan 6
Kegiatan, namun pelaksanaannya hanya 2 kegiatan dengan realisasinya
33%.
Pada tahun 2021 Cakupan Kegiatan Antisipasi penanganan konflik sosial
mencakup 3 Kegiatan yaitu Koordinasi dengan Aparat Intelijen (Adanya
Kerjasama dengan Tim Intelijen (Kodim 1602 Ende, Polres Ende, Brimob
Sub Den III Pelopor Ende, BIN), Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini
Daerah berjumlah 21 Orang dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
berjumlah 14 Orang, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial berjumlah
27 Intansi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
Kegiatan yang masuk kedalam kegiatan antisipasi penanganan konflik
social diantaranya :
1. Memfaslitasi Penyelesian masalah Penyegelan Puskesmas Mukusaki
oleh unsur mosalaki di Kecamatan Wewaria
2. Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Tanah Mosalaki Tana Au di
Kecamatan Lepembusu Kelisoke
3. Penyelesaian Masalah Rehab Rumah Adat di Desa Nduaria
Kecamatan Kelimutu
4. Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Tanah antara Mosalaki Tebe Gai
dan Mbotu Da di Kecamatan Detukeli, namun masing — masing
pihak tetap mempertahankan hak ulayatnya sehingga tidak dapat
menyelesaikan secara kekeluargaan dan menempuh jalur hukum.
5. Masalah Penyerobotan Tanah Ulayat Oleh Mosalaki Leke di Desa
Kekasewa Kecamatan Ndona
6. Penyelesaian Perselisihan tanah sekolah di SDK Nio Wula Desa Nio
Wula Kcematan Detusoko
7. Mediasi Masalah Limbah Ampas Tahu di Kelurahan Lokoboko
8. Mediasi Masalah tanah antara mosalaki di kelurahan Lokoboko
3. Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan Hari Besar Nasional
Pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 3 (tiga) kali dan realisasinya hanya
1 kali yaitu pelaksanaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2020.
Sedangkan untuk parade kebangsaan dan apel kesadaran ditiadakan
karena adanya penyebaran virus Covid 19, sehingga capaian realisasinya
33,3 %.
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Pada Tahun 2021, Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende menarget
3 kegiatan yaitu Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, Hari Kesaktian
Pancasila 1 Juni dan Hari Pahlawan 10 Nopember. Dalam rangka
menjaga NKRI dan kesatuan dan persatuan bangsa serta rasa patriotisme
Badan Kesbangpol Daerah Menyelenggarakan 3 kegiatan tersebut Hari
Kemerdekaan RI 17 Agustus 2021, Hari Kesaktian Pancasila 1 Juni 2021
dan Hari Pahlawan 10 Nopember 2021 sehingga sehingga capaian
realisasinya 100 %.

<+ Sasaran Kedua : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Berpoltik

Indikator Kinerja

1. Cakupan Kegiatan Pembinaan Parpol. Ormas dan LSM
Pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 3 (tiga) kegiatan pembinaan politik
masyarakat, namun dalam pelaksanaannya di tahun 2020 sebanyak 3 (tiga)
kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Koordinasi forum-forum diskusi politik melalui pertemuan/rapat
dengan beberapa partai politik yang dilaksanakan di Kecamatan
Lepembusu Kelisoke tanggal 17 Maret 2020;

b. Penyusunan data base ormas, Parpo tahun 2020 dengan sasaran
12 (duabelas) partai politik yang ada di Kabupaten Ende,
sedangkan untuk pendataan Ormas pada tahun 2020 ada 73
Ormas dengan rincian tahun 2019 ada 65 Ormas dan di tahun
2020 ada 8 ormas baru yang terdaftar.

c. Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik dan fasilitasi
kinerja & Akuntabilitas Bantuan Keuangan kepada Parpol
sebanyak10 (sepuluh) partai politik yang mendapatkan kursi pada
Pileg 2020

Sehingga yang ditargetkan di tahun 2020 sebanyak 100 % dengan 3
Kegiatan, dengan pelaksanaannya 3 kegiatan dengan realisasinya 100 %

Sedangkan Pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 3 (tiga) kegiatan
pembinaan politik masyarakat dan pembinaan Organisasi Masyarakat,
namun dalam pelaksanaannya di tahun 2020 sebanyak 2 kegiatan yang
dilaksanakan melalui kegiatan:
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1. Bidang Politik Dalam Negeri telah melakukan kegiatan rapat

Persiapan pencairan dan evaluasi terhadap para pengurus partai
politik, Rapat Tim Verifikasi Keuangan Partai Politik, Monitoring
keberadaan PAC Partai Politik di 21 Kecamatan dan
Koordinasi/silahturahmi dengan para pengurus partai politik untuk
mengetahui perkembangan persiapan laporan
pertanggungjawaban Bantuan Keuangan.
Bidang Politik Dalam Negeri memfasilitasi bantuan keuangan
kepada partai politik dan fasilitasi kinerja & Akuntabilitas Bantuan
Keuangan kepada Parpol sebanyak 12 (Dua Belas) partai politik
yang mendapatkan kursi pada Pileg 2021 vyaitu Partai PDI
Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat
Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Hati
Nurani Rakyat (HANURA), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai
Gerindra, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai
Demokrat, Partai Berkarya.

2. Penyusunan Data Base Organisasi Kemasyarakatn tahun 2020 ada
60 Ormas/Yayasan dengan rincian tahun 2019 ada 55 Ormas dan
di tahun 2021 ada 5 ormas/ Yaysaan baru yang terdaftar yaitu
Yayasan Bhakti Luhur Malang Cabang Ende, Divisi Perempuan Tim
Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK), Yayasan Flores Children
Development (FREN), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan
Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Pulau Ende.

Dalam Penyusunan Data Base ormas Juga dilakukan Sosialisasi
tentang Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan yang diikuti oleh
Beberapa Ormas dan Yayasan yang berada di Kabupaten Ende
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Tabel 2.7
Target Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2022 — 2024

% Kondisi
Data Capaian Kinerja
No. | Sasaran Indikator Capaia Tar Get Cap aian Kinerja pada Priode
Sasaran nAwal | o022 2023 2024 | 2022 2023 2024 s/d
Perenc Tahun Tahun 2024
anaan ( 2024 (%)
% )
(1) @ 3) @ | & || o6 | © | (11) (i)
1 | Mewujudkan Cakupan NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% 100% 100%
Masyarakat Pembinaan Seni,
yang Budaya, Agama,
Pancasilasi Kemasyarakatan
dan Ekonomi
Jumlah Parpol NA 12 12 12 | 100% | 91,6 | 91,6 | 9L6% 91,6%
Yang dibina Parpo | Parpo | Parpo % %
| | |
Cakupan NA | 100% | 100% | 100% | 55,56 | 62,5 | 87,5 | 87.5% 87,5%
Pembinaan % % %
Ideologi,
Wawasan
Kebangsaan,
dan Karakter
bangsa
Prosentase NA 44% 449, 44% | 100% | 88,63 | 119% 119% 119%
Ormas dibina Y% %
2 | Meningkatnya Nilai AKIP ccC | B B - B 3 B B B
Akuntabilitas Badan
Kinerja Kesbangpolda
Penjelasan :

Capaian indikator kinerja Sasarn sampai akhir periode Renstra ( Tahun 2024), sebesar
100 %, dengan Kriteria: TINGGI, yang merupakan akumulasi dari pencapaian dari 3
(tiga) indikator kinerja SASARAN, sebagai berikut:

e Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, yang
ditargetkan mencapai 100 % pada akhir periode Renstra ( Tahun 2024 ), dan
tercapai sebesar 100,00 %;

« Jumlah Parpol Yang dibina, yang ditargetkan mencapai 12 Parpol dengan
Namun sampai dengan Tahun 2024 ada 1 partai yang terkendala
kepengurusannya sehingga tidak dicairkan Bantuan Keuangannnya
sehingga Capaian pada akhir periode Renstra ( Tahun 2024 ), dan tercapai

sebesar 91,6%;

e Cakupan Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter
bangsa, yang ditargetkan 7 Kegiatan dengan persentase 100% Namun
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sampai dengan akhir periode (Tahun 2024) tercapai 87,5%.

o Prosentase Ormas Yang dibina yang ditargetkan 44 % pada akhir periode
Rensta (Tahun 2024) tercapai 119%

« Nilai AKIP Badan Kesbangpolda, yang ditargetkan mencapai Nilai B pada akhir
periode Renstra ( Tahun 2024 ), dan tercapai 100,00 %;
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3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kabupaten Ende Tahun 2020 — 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende pada tahun
2020-2024 mendapat alokasi anggaran belanja untuk melaksanakan program
dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020-
2024. Alokasi anggaran ini digunakan untuk membiayai seluruh
program/kegiatan yang telah direncanakan. Secara lebih jelasnya kondisi
keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende dapat
dilihat pada tabel berikut :
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Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende 2020-2024

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Belanja

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
TAHUN 2020
PROGRAM KEGIATAN
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISAS|
Program Pengendalian 29.240.000 29.210.000 PROGRAM PENGUATAN Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan di 100.000.000 100,000.000
Peningkatan Keamanan Lingkungan IDEOLOGI PANCASILA Teknis dan Pemantapan Bidang Ideologl Wawasan
Keamanan dan DAN KARAKTER Pelaksanaan Bidang Kebangsaan, Bela Negara,
Kenyamanan KEBANGSAAN Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa, Pembauran
Lingkungan Karakter Kabangsaan
Program Peningktan Kerjasama 17.310.000 17.265.000 Pelaksanaan Koordinasl di 379,562 878 378.815.878 439.980.041 427.890.041 854,000.000 853.982.263 344.468.500 321.566.250
Pemaliharaan denga apart keamanan Bidang Ideclogi Wawasan
Kantrantibmas dalam teknik Kebangsaan, Bela Negara,
dan Pencegahan | pecegahan/ Tim Karakter Bangsa, Pembauran
Tindak Kriminal Kewaspdaan Dini
Daerah
Program Paningkatan Kesadaran 39.375.000 39.375.000 Pelaksanaan Monev di Bidang 25.249.800 25.249.800
Pengembangan Masyarakat Akan Nilai- Ideologi Wawasan
Wawasan nilai Luhur Budaya Kebangsaan, Bela Negara,
Kebangsaan Bangsa Karakter Bangsa, Pembauran
Program Koordinasi Forum 22.049.000 22.049.000 Pembentukan Paskibreka 528.020.000 520.764.991
Pendidikan Diskusi Poitik
Politik
Masyerakat
Penyusunan Dala Base 5.622.200 5622200 | PROGRAM Perumusan Kebifakan Pelaksanaan Kebijakan Di 819.673.232 819.629.164 769533 222 769.533.222 3.833.160.022 2.209.407.710 52.696.282.772 52.416.182.748
Parpol Ormas,LSM PENINGKATAN PERAN Teknis dan Pemantapan Bidang Pendidikan Politik,
PARTAI POLITIK DAN Pelaksanaan Bidang Etika Budaya Politik,
LEMBAGA PENDIDIKAN Pendidikan Politik, Elika Peningkatan Demokrasi,
MELALUI PENDIDIKAN Budaya Politik, Fasilitasi Kelembagaan
POLITIK DAN Peningkatan Demokrasi, Pemerintahan, Perwakilan dan
PENGEMBANGAN ETIKA Fasilitasi Kelembagaan Pariai Politik, Pemilihan
SERTA BUDAYA POLITIK Pemeriniahan, Perwakilan Umum/Pemilihan Umum
dan Partai Politik, Kaepala Daerah, serta
Pemilihan Pemantauan Situasi Politik Dt
Umurn/Pamilihan Umum Daerah
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
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Verifikasi Bantuan
Keuangan Kepada
Parpol dan Fasiftasi
Bantuan Keuangan
Kepada Partai Polifik

9.555.000

9.105.000

Pelaksanaan Koordinasi Di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasl,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Pariai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik Di
Daerah

42.408.400

42.408.400

402.720.200

393.647 523

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan Jasa Sural
Menyurat

Pelaksanaan MonevDi Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Polifik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Parial Politik,
Pemilihan Umum/Pemilinan
Umum Kepala Daerah, serla
Pemantauan Siluasi Politik Di
Daerah

28,800,000

28,800.000

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik

28.700.000

20.772.338

PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan

Kemasyarakatan
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan Crganisasi
Kemasyarakatan

Pelaksanaan Kebijakan di
dibldang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluas! dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ommas Asing di Daerah

70.403 600

70.403.600

Penyediaan Jasa
Jaminan Barang Milik
Dasrah

22.000.000

22.000.000

Pelaksanaan Koordinasi di
dibidang Pendaflaran Ommas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengkela Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

45.726.960

45.096.960

25.000.000

25.000.000

24.900.000

14.174.000
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Penyediaan jasa 1.045.500 1,045.000 Pelaksanaan Monev di 24292728 24.292.728 13.557.200 13.467.200
Pemefiharaan dan dibidang Pendaflaran Omas,
Perizinan Kendaraan Pemberdayaan Ormas,
Dinas Operasionla Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Penyediaan Jasa 21.250.000 21.250.000 PROGRAM PEMBINAAN Perumusan Kebijakan 24.20.000 22.473.000
Kebersihan Kanfor DAN PENGEMBANGAN Teknis dan Pemantapan
KETAHANAN EKONOMI, Pelaksanaan Bidang
SOSIAL, DAN BUDAYA Ketahanan Ekonom, Pelaksanaan Kebijakan di
Sosial dan Budaya Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sasial, Budaya dan Fasifilasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Penyediaan Alat Tulis 33.365.800 33.206.000 Pelaksanaan Koordinasi di 164.638.600 164.013.600 12.550.000 9/560.000
Kantor Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Penyediaan barang 17 .830.000 17 830.000 Pelaksanaan Monev di Bidang 5.050.000 4,295 000
cetakan den Kelahanan Ekonomi, Sosial,
Penggandaan Budaya dan Faslitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilttas!
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah
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Penyediaan Bahan 2.130.000 2.120.000 PROGRAM Perumusan Kebijakan Pslaksanaan Koordinasi di 64.514.182 62,558,728 98.564.600 | 97,504,600 10.000.000 9.987.000 49.652.000 47.662.030
Bacaan dan Peraturan PENINGKATAN Teknis dan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Dini,
Perundangan KEWASPADAAN Pemantapan Kerjasama Intelijen,
NASIONAL DAN Kewaspadaan Nasional Pemantauan Orang Asing,
PENINGKATAN dan Penanganan Konfiik Tenaga Kerja Asing dan
KUALITAS DAN Sosial Lembaga Asing,
FASILITASI Kewaspadaan Perbatasan
PENANGANAN KONFLIK Antar Negara, Fasilltasi
SOSIAL Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Penyediaan Makanan 19.574.000 19.574.000 Pelaksanaan Monev di 5.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000
dan Minuman Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serla
Penanganan Konfiik di Daerah
Rapat Koordinasi Ke 71.300.000 70.696.766 Pelaksaan Koordinasi Forum 175.000.000 175.000.000 723.800.000 723.795.000 798.000.000 798.000.000 792.635.000 761.070.291
Luar Daerah Pimpinan Daerah
Rapat Koordinasi Ke 91578.000 §1574.000 | PROGRAM Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Koordinasi di 64.514.182 62558.728 9B.564.600 | 97.504.600 10.000.000 6.987.000 40.952.000 47662030
Dalam Daerah PENINGKATAN Teknis dan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Dini,
KEWASPADAAN Pemantapan Kerjasama Intelijen,
NASIONAL DAN Kewaspadaan Nasional Pemantauan Orang Asing,
PENINGKATAN dan Penanganan Konfiik Tenaga Kerja Asing dan
KUALITAS DAN Sosial Lembaga Asing,
FASILITAS| Kewaspadaan Perbatasan
PENANGANAN KONFLIK Antar Negara, Fasilitasi
SOSIAL Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, seria

Penanganan Konflik di Daerah




Penyediaan Peralatan 2.047,000 2.047.000 Pelaksanaan Monev di 5.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000
Kebersihan dan Bahan Bidang Kewaspadaan Dini,
Pembersin Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitas
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serla
Penanganan Konfiik di Daerah
Program Pameliharaan 1.300.000 1.300.000 Pelaksaan Koordinasi Forum 176.000.000 175.000.000 723800000 | 723.795.000 798,000,000 798,000,000 792,635,000 761070.291
Peningktan Rutin/Berkala Gedung Pimpinan Daerah
Sarana dan Kantor
Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan 48.312.500 48.298.000 Program Penunjang Perencanaan, Penyusunan Dokumen 9.647.209 9.610.2000 2.350.000 2.350.000 [ 3.000.000 3,000,000 2.440.000
Rutin/Berkala Urusan Pemerintah Penganggaran dan Perencanaan
Kendaraan Kab/Kota Evaluasi Kinerja Perangkat
Dinas/Operasioanal Dasrah
Pemeliharaan 2.000.000 2.000.000 Koordinasi dan Penyusunan 4.905.000 4.905.000 1.567.165 1.567.000 350.000
Rutin/Berkaia Dokumen RKA-SKPD
Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan B.830.000 8.161.800 Koordinasi dan Penyusunan 8225000 822.5000 1.122.500 1.222.500 310.000
Rutin/Berkala Peralatan Dokumen DPA-SKPD
Gedung Kantor
Program Penyusunan Laporan £.200.000 6.200.000 Koordinasi dan Penyusunan 18.778.000 18.778.000 48.600.000 48.600.000 310.000
Peningklan Capalan Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja dan
Pengembangan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja
Sistem Keuangan OPD SKPD
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Evaluasi Kinerja Perangkat 510.000
Daerah
Administrasi Keuangan Penyediaan Gajl dan 2432.521 865 2341874866 | 2235447530 2159572202 | 1.842418916 | 1837.278.198 1.560.320.528
Perangkat Daerah Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan 25.500.000 25.500.000 27.366.000 27.300.000
dan pengujlan Verifikasi
Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan 1.410.000 1.410.000 401,600 401,600
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Pengaman Barang Milik 32.4000.000 32.4000.000 32.400.000 32.400.000
daerah pada Perangkal Daerah SKPD
daersh
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Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

4.866.364

4.866.364

4.866.000

4.8000.000

Adrministrasi Umum
Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik /Penerangan
Bangunan

2960.003

2955733

4.000.000

4.000.000

57.200

Penyediaan Bahan Logistik

27.992.813

27975473

28.312.980

28.312.980

228 750.000

28.246.000

35.963.370

35.939.000

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggndaan

8.300.000

8,300.000

6.700.000

6.700.000

3.500.000

3.500.000

4.269.800

4.269.500

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

840,000

Fasilitasi Kunjungan Tamu

14.904.000

14.904.000

11.568.000

11.568.000

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

117.778.000

117.774.1000

126.884.720

126.862.156

5.000.000

5.000.000

5.054.000

5.054.000

176.000.000

175.987 442

77.625.000

77.416.000

Pengadaan Barang Milik
Dasrah Panunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

28.866.256

28.656.237

40.025.000

38681416

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Sural
Menyurat

11.100.000

11.100.000

33.996.000

33.896.000

3.500.000

35500.000

4.002.000

3.991.000

Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik

31574741

20.971.650

24.781.699

23944 762

25.230.000

24.360.351

35.836.780

18421428

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

32.400.0000

32.400.000

48.600.000

48.600.000

18.000.000

18.000.000

72.000.000

72.000.000

Pemeliharaan Bamg Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan/Biaya
Pemeliharaan dan Pajek
Kendaraan Perorangan
Dinas/Kendaraan Dinas
Jabatan

34.712.265

4712295

29.877.510

29.877.257

35.520.000

34,340.000

31.060.000

31.050.358

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan/Biaya
Pemefiharaan dan Pajek
Kendaraan Operasional
{Lapangan

8.016.407

7.642077

5.709.000

5.644.000

3.500.000

500.000

Pemetiharaan Peralalan dan
Mesin lainnya

4.250.000

4.250.000

7.850.000

7.850.000

1.000.000

Pemeliharaan Rehabiliiasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
bangunan lainnya

26.674.333

26.668.192

26.363.999

26.363.603

7.450.000

7.450.000

991.100

991.100
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Dari tabel anggaran dan realisasi pendanaan digambarkan bahwa rasio antara realisasi
dan anggaran tahun 2024 dapat dikatakan baik karena rata-rata rasio diatas 90 %.

Kelompok Sasaran Layanan
Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum kelompok sasaran layanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, melayani :
Forum Komunitas Intelijensi Daerah (KOMINDA)
Forum Kerukunan Umat Beragama
Forum Pembauran Kebangsaan
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Tim Penanganan Konflik Sosial
Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
Partai Politik
Perangkat Daerah
10. Sekolah Menengah Atas
Dalam Pelaksanaan Tugasnya masing-masing :
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1) Forum Komunitas Intelijensi Daerah

1. Mendetekesi secara dini masalah — masalah yang ada di wilayah Kabupaten
Ende yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat
sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah.

2. Pengambilan langkah-langkah cepat, tepat dan tegas untuk menghentikan
segala bentuk kekerasan akibat konflik sosial

Adapun Instansi Vertikal yang terlibat adalah :

» Kodim 1602 Ende

Polres Ende

Y

Kejari Ende

Y VY

Brimob Detasemen B Sub Den III Pelopor Ende
» Pos Pemantauan AL

2) Forum Kerukunan Umat Beragama
Koordinasi terkait masalah toleransi kehidupan umat beragama
Adapun Intansi Vertikal yang terlibat adalah : Kementrian Agama Kabupaten
Ende

3) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
Untuk memperkuat wawasan kebangsaan tingkat kecamatan dalam Kabupaten
Ende sehingga kehidupan social, kemasyarakatan dan keagamaan akan semakin
membaik.
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4) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Untuk melakukan deteksi dini seperti cegah dini dan lapor dini terhadap potensi
ancaman keamanan dan ketertiban di masing — masing wilayah kecamatan.

5) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Materi terkait masalah situasi/konflik social yang terjadi di Kabupaten Ende yang
akan dibahas dalam rapat Tim setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
Adapun Instasi yang terlibat adalah :

> Polres Ende
Kodim 1602 — Ende
Kejaksaan Negeri Ende

YV V¥

Kepala BIN Flores Lembata
Pol TNI AL Ende

v

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

a. Permasalahan

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara
apa yang ingin dicapai di masa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan
dibuat.

Berdasarkan kinerja capaian sebagaimana diuraikan sebelumnya dan
memerhatikan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Daerah  dirumuskan
masalah pokok yang dihadapi antara lain:

1. Masih kurangnya Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara

2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan kurangnnya peran
ormas dalam kehidupan bermasyarakat

3. Kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Daerah yang belum optimal

Masalah pokok diatas ditelaah dalam masalah dan akar masalah
sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9.

Kinerja pelayanan Belum optimal pelaksanaan .1. | Pengelolaan Adminissi Perkantoran
Badan Kesbangpol Tusi Badan Kesbangpol belum optimal
Daerah belum optimal Daerah sebagai pembantu .

Bupati dalam a | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Badan Kesbangpol Daerah belum
optimal dilaksanakan
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menyelenggarakan urusan b | Manajemen/Administrasi Keuangan

pemberdayaan dan desa Badan Kesbangpol Daerah belum
optimal

C Manajemen Adminitrasi Umum belum

baik ( Penataan kepegawaian,
penataan administrasi surat menyurat,
administrasi perlengkapan dan
peralatan kantor, manajemen aset
belum baik,

2 | Masih kurangnya 2 | Rendahnya pemahaman dan Masih rendah pembinaan Ideologi
Implementasi nilai-nilai penerapan nilai-nilai Pancasila | 2.1. | Pancasila dan Idelogi Pancasila
Pancasila dalam pada masyarakat, terutama
kehidupan berbangsa generasi muda Masih Rendahnya Pemahaman
dan bernegara 2,2 | Pancasila dalam kehidupan bernegara

Pendidikan Politik bagi masyarakat
2.3. | maupun kader parpol belum dijalankan
2,4 | Banyaknya Ormas yang belum terdaftar

3 | Masih kurangnya 3 | Rendahnya partisipasi 3,1 | Pembinaan Ormas belum optimal
partisipasi masyarakat masyarakat dalam berpolitik
dalam berpolitik dan dan rendahnya peran dan 3.2. | Masih rendah peran dan partisipasi
kurangnnya peran partisipasi ormas. ormas dalam kehidupan bermasyarakat
ormas dalam kehidupan
bermasyarakat

Hasil identifikasi Permasalahan yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Ende, selanjutnya menjadi dasar di rumuskan Isu
Strategis.

b. Perumusan Isu Strategis
Isu strategis dirumuskan dengan memerhatikan permasalahan, isu global, nasional,
dan daerah serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol
Daerah.

» Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih.

» Berdasarkan Visi Misi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende sesuai dengan tugas Pokok
dan Fungsinya dalam melaksanakan pembangunan bidang Kesatuan bangsa dan
politik mendukung pencapaian program pembangunan daerah Ende Toleran
dengan misi ke 5 'Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan
Berdaya Saing”.

» Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Direktur Jendaral Politik
dan Pemerintahan Umum.

Visi Direktorat Jenderal Politk dan Pemerintahan Umum Kemendagri
“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik yang
Demokratis dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
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Sedangkan Misi yang diemban Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Kemendagri adalah :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional,
pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan
ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan hukum
segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi- 24 institusi
sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

> Telaahan Renstra Provinsi.

Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu : * Mewujudkan NTT yang Maju,
Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”, yang diwujudkan melalui 5
Misi yaitu :

Infrastruktur Berkelanjutan

Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial

Pendidikan Berkualitas
Kesejahteraan Sosial

o e

Pembangunan Berkelanjutan.

» Telaahan Isu Kajian lingkungan Hidup Strategis
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029

1. Ketimpangan Sosial
2. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah belum Optimal
3. Akses pelayanan dasar dan infrastruktur yang kurang merata
4. Tingkat resiko bencana dan degdradasi lingkungan hidup
5. Sistem tata kelola pemerintah yang belum optimal
> Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah
Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah sangatlah beragam dan luas, bergantung pada karakteristik
geografis, sosial, ekonomi dan budaya. Adapun beberapa potensi Daerah
yang dikelompokkan sebagai berikut :
1. Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila
2. Partai Politik dan Ormas
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu strategis Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Kabupaten Ende 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut

Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan sebagai dasar penguatan
idiologi Pancasila.

Meningkatkan Pembinaan Ormas dan Pengawasan terhadap Ormas
Meningkatkan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya

Peningkatan Partisipasi berpolitik di daerah

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

——r— s | LSOOI | s
YANG MENJADI PERMASALAHAN
KEWENANGAN RELEVAN
DENGAN PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
Masih Sistem Tata Memperkuat | Mewujudkan | Membangun | Peningkatan pembinaan
Wawasan kurangnya Kelola Persatuan Kerukunan Kesadaran wawasan  kebangsaan
Kebangsaan  dan | jypiementasi Lembaga dan dan Wawasan sebagai dasar
Ideologi Pancasila | . pijai yang belum | Kesatuan | Persatuan | Kebangsaan | Penguatan idiologi
Pancasila dalam | optimal bangsa Pancasila.
kehidupan Meningkatkan
berbangsa dan pembinaan  kerukunan
bernegara antar suku dan intra
suku, umat beragama,
ras dan golongan lainnya
Partisipasi Partai | Rendahnya Sistem Tata Peningkatan | Membangun | Peningkatan | Meningkatkan
Politk dan | partisipasi Kelola Kesadaran | Kemitraan Pengawasan | Pembinaan Ormas dan
Organisasi masyarakat dalam | | empbaga Masyarakat | dengan dan Pengawasan terhadap
Masyarakat i;ggm;:;zran yang belum Parrpol dan | Pembinaan | Ormas
dan partisipasi | °Ptimal Ormas Peningkatan Partisipasi
ormas. berpolitik di daerah
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa
mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis.
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Badan
Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, oleh karena itu dalam
perumusan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Daerah Kabupaten
Ende harus selaras dengan pencapaian Sasaran, sebagaimana tertuang dalam RPIMD
Kabupaten Ende Tahun 2025-2029.

Gambar 3.1
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

BAB 6 UTK

e — .= = - —

RENSTRA

NSPK (Tupoksi Urusan Sesuai Kewenangan
Daacah)

Dengan memperhatikan Gambar 3.1 diatas, dapat dilihat bahwa penetapan Tujuan
RENSTRA PD merupakan penjabaran dari Sasaran RPIMD, dengan mengacu
kepada NSPK yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan tersebut
selanjutnya dijabarkan ke dalam Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah , serta
ditetapkan dengan Indikator Kinerja outcome Program dalam RENSTRA Perangkat
Daerah.

Adapun Tujuan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende yang merupakan penjabaran lebih teknis dari pernyataan dari
Sasaran RPIJMD dengan kinerja yang terukur, dalam rangka mendukung
terwujudnya MISI KESATU dari RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029,
yaitu: “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya
Saing”
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Dengan Tujuan Kedua , yaitu: “Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang Unggul dan Berkarakter”

Sasaran Kedua yaitu ” Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan,
nilai-nilai Pancasila, dan semangat bela negara di kalangan masyarakat
dan generasi muda”

Berdasarkan Misi Kesatu, Tujuan Kedua dan Sasaran Kedua dari RPIMD Kabupaten
Ende Tahun 2025-2029 diatas, maka TUJUAN yang ingin dicapai oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, adalah:

Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan
semangat bela negara di kalangan masyarakat dan generasi muda.

Dengan Indikator : Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter
bangsa bagi masyarakat dan generasi muda

1.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan,
berupa hasil kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Adapun SASARAN yang ingin dicapai dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kabupaten Ende tahun 2025-2029, adalah:
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila,
dan semangat bela negara di kalangan masyarakat dan generasi muda
Pencapaian Sasaran dilakukan dengan memperhitungkan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran masing-masing, sebagai berikut:
» Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
e Indikator Kinerja : Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah
> Sasaran 2 : Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan, nilai-
nilai Pancasila dan semangat bela negara di kalangan masyarakat
dan generasi muda

e Indikator Kinerja : Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan

karakter bangsa bagi masyarakat dan generasi muda
Untuk mengetahui lebih jelas Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Kinerja
masing-masing dan Target Kinerja jangka menengah Renstra Badan Kesatuan
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Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, dapat dilihat
uraiannya pada Tabel berikut :
Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2026-2029

Tahun Target T
No. Sasaran Tujuan Sasaran Indikator
RPIMD Tujuan /
Sasaran 2026 2027 2028 (2029 2030
1 2 ) } 4 5 6 7 8 9 10
1. |Meningkatnya |Terwujudnya Meningkatnya | Cakupan
pemahaman Masyarakat dan |pemahaman pembinaan
wawasan Generasi Muda wawasan wawasan
kglb_ang?s_aan, yang memahami (kebangsaan, | kebangsaan
ggf\g;;; a5 Wawasan nilai-nilai dan karakter
soman kebangsaan dan |Pancasila dan | bangsa bagi 67,10 | 67,30 67,40 | 67,50 68,00
gat bela - A % % %
negara di Nilai-nilai semanga_t bela | masyarakat _ % %
kalangan Pancasila negara di dan generasi
masyarakat dan kalangan muda
generasi muda masyarakat
dan generasi
muda
Meningkatkan | Nilai AKIP
Akuntabilitas Badan
Kinerja Kesbangpol B B B B B
Perangkat Daerah
Daerah Kabuten Ende
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1.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tahap I
Tahun 2026
Identifikasi Sosial
Budaya &
Konsolidasi
Komunitas

Fokus: Pemetaan
keberagaman &
penguatan modal
social

e Pemetaan etnis,
agama, adat, dan
kelompok sosial di
seluruh kecamatan

« Dialog lintas tokoh
agama, tokoh adat,
dan tokoh pemuda

* Penyusunan
Rencana
Daerah
dan
Beragama

» Sosialisasi nilai-nilai
kebhinekaan di
sekolah dan ruang
publik

e Pembentukan
Forum Toleransi
dan  Kebudayaan
Masyarakat Ende

Aksi
Toleransi
Moderasi

Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah rencana
tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan
dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus
dan penentuan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam menghadapi
lingkungan yang dinamis, untuk mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-
2029. Adapun beberapa strategi yang bisa dirumuskan adalah :

. Penguatan dan Pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter Bangsa

. Penguatan dan Pembinaan peran parpol dan lembaga pendidikan melalui

pendidikan politik

3. Pengendalian, pendataan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

. Pengendalian dan pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya

Penahapan Renstra Badan Kesbangpolda Tahun 2026 -2029

Tahap II
Tahun 2027
Penguatan Pendidikan
Toleransi & Budaya
Damai

Fokus: Pendidikan
karakter dan
penguatan nilai damai

sejak dini

Integrasi kurikulum
pendidikan karakter dan
kebhinekaan di sekolah

e Pelatihan guru,

penyuluh agama, dan
aparat desa tentang
toleransi aktif

Program Sekolah
Toleransi dan Kampung
Harmoni

Festival budaya lintas
suku/agama (tahunan)
dengan partisipasi
semua elemen
Penguatan peran rumah
ibadah dan komunitas
dalam menciptakan
ruang damai

-

Tabel 3. 2

Tahap III
Tahun 2028
Pengembangan Media
Ekspresi dan Ruang
Inklusif

Fokus: Wadah
kreativitas lintas
identitas dan pemajuan
seni budaya damai

Pembangunan atau
revitalisasi Taman
Toleransi dan Budaya di
pusat kabupaten

Pendampingan komunitas

seni budaya minoritas
untuk tampil di ruang
publik

Pembuatan konten kreatif
toleransi oleh generasi
muda (film pendek, mural,
podcast)

Pendirian Pojok Toleransi

di sekolah, kantor
pemerintah, dan ruang
publik

Penyelenggaraan Pekan
Toleransi Ende tingkat
kabupaten
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5. Peningkatan konflik sosial yang ditangani setiap tahun

Tahap IV
Tahun 2029
Kolaborasi Lintas
Sektor dan Literasi
Sosial Digital

Fokus: Penguatan
jejaring, literasi
digital, dan kontra-
narasi

Pelibatan aktif pelaku
usaha, media lokal,
LSM, dan akademisi
dalam promosi
toleransi

Program literasi digital
dan kontra-narasi
intoleransi di media
sosial

Pelatihan bagi aparat
desa dan pemuda
dalam mediasi sosial
dan resolusi konflik
Pengembangan modul

pelatihan toleransi
berbasis kearifan lokal
Kampanye "Ende
Rumah Bersama"

secara massif

Tahap V
Tahun 2030
Evaluasi,
Institusionalisasi &
Penguatan Identitas
Toleran

Fokus: Pelembagaan

nilai toleransi dalam

sistem dan identitas
daerah

Evaluasi program
ENDE TOLERAN dan
penyusunan laporan
capaian daerah
Institusionalisasi nilai-
nilai toleransi dalam
peraturan daerah dan
SOP layanan publik
Penguatan peran
FKUB, Lembaga Adat,
dan Forum Pemuda
Lintas Agama
Penetapan Ende
sebagai Kabupaten
Toleran dan Kota
Dialog Budaya
Nasional

- Replikasi program
toleransi ke sekolah,
desa, dan komunitas
lainnya secara mandiri




1.4 Arah Kebijakan Perangkat

Daerah

dalam Mencapai Tujuan

Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah
rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan Tugas

dan Fungsi Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan RPIMD, serta selaras

dengan Strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran Renstra

Perangkat Daerah.

Adapun ARAH KEBIJAKAN Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Kabupaten Ende tahun 2025-2029 dirumuskan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dam Karakter

Kebangsaan

2. Meningkatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikaan politik dan

pengembangan Etika serta Budaya Politik

3. Meningkatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan dan

pengawasan organisasi kemasyarakatan

4. Meningkatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi,

social, dan budaya

5. Meningkatkan Pemantapan Pelaksnaan Bidang kewaspadaan nasional

dan penanganan konflik sosial

Tabel 3.4

Arah Kebijakan RPJMD Kab. Ende Tahun 2025-2029 dan Arah Kebijakan
Renstra Badan Kesbangpolda Kab. Ende Tahun 2025 -2029

Aragl‘(gm)akan Arah Kebijakan KETERANGAN
RENSTRA
. Penguatan nilai-nilail 1. Meningkatkan Kinerja ¢ Berkaitan dengan kinerja
ideologi Pancasila dan Perencanaan, pelaksanaan Penunjang
wawasan kebangsaan Penganggaran, Urusan Pemerintahan
melalui pendidikan formal, Pelaporan dan
informal, dan nonformal| Evaluasi

dan Penguatan
pendidikan karakter di
kalangan generasi muda
dengan pendekatan

. Meningkatkan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ideologi
dam Karakter Kebangsaan

» Berkaitan dengan kinerja
pelaksanaan Bidang Ideologi
dan karakter Bangsa

kolaboratif lintas sektor

. Meningkatkan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang
pendidikaan  politik dan
pengembangan Etika serta
Budaya Politik

» Berkaitan dengan kinerja
pelaksanaan Bidang Politik
Dalam Negri

. Meningkatkan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Bidang
ketahanan ekonomi, social,

¢ Berkaitan dengan kinerja

dan budaya

&mﬁra ﬁacﬁm {,e;ﬁm:ﬂmf cﬁaera/: Takun 2025-2029

dan




pemberdayaan dan| pelaksanaan ketahanan ekonomi,
pengawasan organisasi| social, dan budaya dan organisasi
kemasyarakatan kemasyarakatan

5.Meningkatkan  Pemantapan| e Berkaitan dengan kinerja

Pelaksanaan Bidang| pelaksanaan Kewaspadaan
Kewaspadaan Nasional dan| Nasional dan penanganan
penanganan Konflik Konflik
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BAB 1V
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kabupaten Ende, menyelenggarakan Urusan Unsur Pemerintahan
Umum.

Dalam penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud di atas, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende melaksanakan sebanyak 1 (satu)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan, 5 (lima) Program Urusan Unsur
Pemerintahan Umum.

Adapun uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan dan uraian Subkegiatan dalam
rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Penunjang Urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, sebagai berikut:

4.1 Uraian Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Urusan Pemerintahan Umum
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
melalui  pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya
politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas
dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
4.2 Uraian Kegiatan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan
Kegiatan sebagai berikut :
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
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e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan
Kegiatan Sebagai Berikut:
a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Idelogi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui
pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, dengan
kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan, dengan
kegiatan sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Idelogi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

ketahanan ekonomi, social, budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan kewaspadaan

nasional dan Penanganan Konflik social

4.3 Uraian Sub kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu
Indikatif
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Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

T A

Relevan

<N e

Proy ,,_,m,;j_[ ‘_m_'
Kegiatan

Meningkatnya pemahaman
wawasan kebangsaan, nilai-
nilai Pancasila dan
semangat bela negara di
kalangan masyarakat dan
generasi muda

Terwujudnya Masyarakat
dan Generasi Muda yang
memahami Wawasan
kebangsaan dan Nilai-
nilai Pancasila

Meningkatnya pemahaman
wawasan kebangsaan, nilai-nilai
Pancasila dan semangat bela
negara di kalangan masyarakat
dan generasi muda

Cakupan Penguatan Ideologi
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Indikater Tujuwan : Cakupan Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Karakter

Bangsa

Indikator $asaran : Cakupan

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan

Karakter Bangsa

Indikator Program : Cakupan
Penguatan Ideclegi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Pembinaan
Ideologi Pancasila dan

Karakter Kebangsaan

Indikator Kegiatan : jumiah Dokumen

Pelaksanaan Pembinaan Ideoclogi

Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan :Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi
Pancesila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan :Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan

Sub Kegiatan :Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
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Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monev di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,

Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sub Kegiatan :Pembinaan terhadap aktivitas
kepaskibrakaan dan Purma Paskibraka

Sub Kegiatan :Pembentukan Paskibraka

Sub Kegiatan :Pelaksanaan Tugas Purna
Paskibaraka Duta Pancasila

Sub Kegiatan :Pengangkatan Puma
Paskibraka Duta Pancasila

Prosentase Pendidikan Politik
pada Kader Parpol

Indikator Program : Prosentase
Pendidikan Politik pada kader Parpol

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK

Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Pembinaan
Politik Dalam Negeri

Indikator Kegiatan : Jumlich Dokumen
Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam
Negeri

Kegiatan :Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik Di Daerah
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Sub Kegiatan :Pelaksanaan Keordinasi Di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik Di Daerah

Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monev Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik Di Daerah

Sub Keglatan :Pelaksanaan Tugas Paskibraka

Presentase Ormas yang aktif

Indikator Program : Presentase
Ormas yang aktif

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Fasilitasi dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Indikator Heglatan : Jumiah Dokumen
Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan :Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan
dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah

Sub Kegiatan :Pelaksanaan Koordinasi
dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah

Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monev dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah
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Prosentase Kebijakan di bidang Indikoter Pregram : Prosentase PROGRAM PEMBINAAN DAN

Hetahanan Ekonomi, Sosial, Kebijakan di bidang Ketahanan PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,

Budaya dan Fasilitasi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi | SOSIAL, DAN BUDAYA

Pencegahan Penyalagunaan Pencegahan Penyalagunaan

Narkotika, Fasilitasi KUB, dan Narkotika, Fasilitasi KUB, dan

Penghayat Kepercayaan di Penghayat Kepercayaan di daerah

daerah yang dilaksnakan yang dilaksnakan
Jumlah Dokumen Indikater Kegiatan :Jumlah Dokumen Kegiatan :Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ketahanan Ekonomi Sosial Ekonomi Sosial dan Budaya Ekonomi, Sosial dan Budaya
dan Budaya

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Sub Keglatan :Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Sub Kegiatan :Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di

Daerah
Prosentase Konflik Sosial Yang Indikkater Program : Prosentase PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
diselesiakan Konflik Sosial Yang diselesiakan NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
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Jumiah Dokumen
Pelaksanaan Kewaspdaan
Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial

Indikator Kegiatam :Jumlah Dokumen
Peloksanaan Kewaspdaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan :Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

Sub Kegiatan :Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

Sub Kegiatan :Pelaksanaan Monev di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran :Nilai AKIP Badan
Kesbangpolda

Indikator Program : Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran Perangkat
Daerah secara efektif dan efisien selama 1
tahun

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Jumiah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi
Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumiah Laporan
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Indikator Kegiotan :Jumlah Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Jumlah Laporan
Administrasi Barang
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :Jumlah Laporan
Administrasi Barang Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Koordinasl dan Penilaian Barang Milik Daerah
SKPD

Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian
Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Kegiatan :lumlah Laporan
Administrasi KepegawaianPerangkat
Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
Pegawai

Pendataan dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
_Pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Soslalisasi Peraturan Perundang-Undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
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Jumlah Laporan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :Jumlah Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Keordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Paket Pengadaan
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan Jumlah Paket
Pengadaan Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Pengadacan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Cedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Lapotan
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah pada Perangkat
Daerah

Indikator Kegiatan Jumlah Lapotan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah pada Perangkat
Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :JJumlah Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Percrangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan  Mesin
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitosi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
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Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam
periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan
estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional
dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah
pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja
tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan
terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada
tabel sebagai berikut
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TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL DAERAH KAB. ENDE

BIDANG URUSAN/PROGRAM
| OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
OuTCOM
E/
QUTPUT

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2027

2028

2029

2030

PERANGKAT
DAERAH

KET

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

(01)

(02)

(03

(04)

(05)

(06)

(7 (08) (09)

(19

(11

(12)

(13

(14)

(15

801 - KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

4.550.000.000,00

4.639.180.000,00

4.769.077.040,00

4,950.301,970,00

5.108.711.634,00

8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.000.000.000,00

2.039.200.000,00

2.096.297.600,00

2.175.956.909,00

2.245.587.526,00

Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah secara
efektif dan efisien selama 1 Tahun

Persentase
Penyelenggaraan
administrasi perkantoran
perangkat daerah
secara efektif dan efisien
selama 1 tahun (%)

100

2.000.000.000,00

2.039.200.000,00

2.096.297.600,00

100

2.175.956.909,00

100

2.245,587.526,00

8.01.01.2.01 - Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

3.500.000,00

4.800.000,00 5.600.000,00

6.400.000,00

7.200.000,00

Indeks Pelaksanaan
Perencanaan, Penganggaran
Evaluasi Perangkat Daerah

Jumiah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen

Perubahan DPA-SKPD
(Dokumen)

Jumlah Dokumen
Perencanaan Urusan
Selain Renstra PD dan
Renja PD yang disusun
(Dokumen)

Jumiah Dokurnen RKA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

(Dokumen)

Jumilah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen

Perubahan RKA-SKPD
(Dokumen)

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah (Laporan)

3.500.000

4.800.000,00 1 5.600.000,00

£.400.000,00

7.200.000,00

8.01.0.00.0.00.53.00
00 - Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Daerah
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Jumlah Dokumen

Perencanaan Perangkat 2
Daerah (Dokumen)
Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan 1
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
(Dokumen)
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 1
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00
Perangkat
Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen
Perangkar:yoserah ‘ Perencanaan Perangkat 2 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00
Daerah _(Dokumen)
8.01.01.2,01.0002 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900,000,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Jurmish Dokumisn RKA:
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | SFD dan Laporan 1 500,000,00 600.000,00 700,000,00 800.000,00 900,000,00
Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
(Dokumen)
8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen Perubahan 00.000,00 600.000,00 700.000,00 300.000.00 1500.000,00
RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD 500.000,00 1600.000,00 H00.000,00 500.000.00 l400.000,00
Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Hasil 1 ' el
Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
(Dokumen)
8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan 1500.000,00 600.000,00 [700.000,00 1800.000,00 1900.000,00
Penyusunan DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan | Jumlah Dokumen DPA-
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | SKPD dan Laporan 500.000,00 1600.000,00 b100,000,00 000,00 900.000,00

Dokumen DPA-SKPD

Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
(Dokumen)
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8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD PRODQ0U PO ety LC0.000,00 I‘JDUOOO,CIO
Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD
Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Hasil 1 [500.000,00 1 600.000,00 [700.000,00 1800.000,00 900.000,00
Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
(Dokumen)
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusu‘nan Laporar? C.apaian Kinerja 0,00 1600.000,00 700,000,00 1800.000.00 1900.000,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan lkhtisar
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Realisasi Kinerja SKPD LOO
Koordinasi Penyusunan dan Laporan Hasil 0.00 i [600.000,00 [700.000,00 Bo0.000,00 .000,00
Laporan Capaian Kinerja dan Koordinasi Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)
e sl 50000000 60000000 70000000 1800.000,00 1900.000,00
Kinerja Perangkat Daerah
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumiah FaPor?n ; -00.000.00 5 600.000,00 00.000,00 la00.000.00 00.000,00
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
{Laporan)
8.01.01.2.01.0011 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Urusan Selain 1500.000,00 000,00 700.000,00 1800.000,00 1900.000.00
Renstra PD dan Renja PD
Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Urusan Selain Pere.ncanaan Urusan s 500.000,00 s 1600.000,00 00.000,00 1800.000,00 b900.000,00
Renstra PO dan Renja PD Selain Renstra PD dan
Renja PD yang disusun
(Dokumen)
ROLI202 - Aehanisiay .719.401.306,00 1.725.250.000,00 1.750.897.600,00 1.793.356,509,00 1.835.487.526,00
Keuangan Perangkat Daerah
Indeks Pelayanan Administrasi Jumiah Dokumen
Keuangan Perangkat Daerah Kaaidindstdan o 171940130600 1 1725.250.000,00 1.750,897.600,00 1.793.356.909,00 1.835.487.526,00
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD
(Dokumen)
Jumlah Dokumen
Pelaporandan Analisis 0 1
Prognosis Realisasi
Anggaran (Dokumen)
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Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan 1 1
Pengujian/Verifikasi
Keuangan

SKPD (Dokumen)

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD  dan 0
Laparan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
(Laporan)

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran |o 12 12 1 2 12
SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Sem

esteran

SKPD (Laporan)

Jumlah Orang yang [17 21 21 21 21 21
Menerima Gaji  dan

Tunjangan ASN

(Orang/bulan)
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8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN 1.716.901.306,00 1.722.250.000,00 1.747.397.600,00 1.789.356.909,00 1.830.987.526,00
Jumlah Orang yan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Mu::,e,ima ngiy da?, 17 21 1.716.901.306,00 21 1.722.250.000,00 21 1.747.397.600,00 21 1.789.356.909,00 21 1.830.987.526,00
Tunjangan ASN
(Orang/bulan)
8.01.01.2.02.0003 -
Peleksanaan Penatausahaan 50000000 600.000,00 700.000,00 800.000,00 90000000
dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Terlaksananya Penatausahaan dan Jumish:Daltimen
Z ny 4 F Penatausahaan dan 1 1 500.000,00 1 £00.000,00 1 700.000,00 1 800.000,00 1 900.000,00
Pengujian/Verifikasi Keuangan b e
SKPD Pengujian/Verifikasi
Keuangan
SKPD {Dokumen)
8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00
Terlaks Kooidinad d Jumlah Dokumen
erlaksananya Koor Ir?asl an Koordinasi dan 0 1 500.000,00 1 600.000,00 1 700.000,00 1 800.000,00 1 900.000,00
Pelaksanaan Akuntansi SKPD .
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD
(Dokumen)
8.01.01,2,02.0005 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan 500.000,00 £00.000,00 700.000,00 800.000,00 500.000,00
Akhir
Tahun SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir durnbsh Lapora.n
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Akhir 0 1 500.000,00 1 £00.000,00 1 £0.000.00 1
o Tahun SKPD dan .000, 000, 700.000, 1 800.000,00 900.000,00
Koordinasi Penyusunan Laporan s Lz
Keuangan Akhir Tahun SKPD pora'n ) o
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Laporan)
8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD)
Tersedianya Laporan Keuangan Jumilah-Laporan
2 Keuangan Bulanan/
Bulanan/Triwulanan/Semesteran il i St
SKPD dan Laporan Koordinasi iwtilarsn/ Semesteran 0 12 500.000,00 12 600.000.00 12 700,000,00 12 80000000 | 12 900.000,00
SKPD dan Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Koordinasi P
Bulanan/Triwulanan/Semesteran GAIGESIERTYLInAN
Laporan Keuangan
SKPD .
Bulanan/Triwulanan/Sem
esteran
SKPD (Laporan)
8.01.01.2.02.0008 - Penyusunan
pelaporan dan Analisis Prognosis 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00
Realisasi Anggaran
. Jumiah Dokumen Pelaparan
Tersedianya Dokumen Pelaporandan | gan ansisis Prognosis 0 1 500.000,00 1 600.000,00 1 700.000,00 1 80000000 | 1 900.000,00
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Realisasi
Anggaran (Dokumen)
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8.01.01.2.03 - Administrasi Baran
Milik Daerah pada PerangBk:t Dgerah 500.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00
L . Jumlah Laporan
Indeks Pelaksanaan Administrasi Srmmsie Batang 1 1 s0000| 1 1.200.000,00 1 1,800.000,00 1 240000000 | 1 3.000.000,00
Barang Milik Daerah pada Perangkat NABL Darah o 0,00
Daerah pada SKPQ
| (aporan)
Jumlah Laparan Hasil
Penilaian Barang Milik 0 1 1 1 1 1
Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian
Barang Milik
Daerah SKPD (Laporan)
Jumlah Rencana
Kebutuhan 0 1 1 1 1 1
Barang Milik
Daerah SKPD
(Dokumen)
Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang [0 1 1 1 h 1
Milik Daerah SKPD
(Dokumen)
Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan, 4 4 4 4 "
Pengawasan, dan
Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD
(Laporan)
Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan 1 N U 1 1 1
Penyusunan Laporan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD (Laporan)
8.01.01.2.03.0001 - Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00
Daerah SKPD
. Jumlah Rencana
Tersadignye Rencant Kebutiinan Kebutuhan 0 1 100.000,00 1 200.000,00 1 300,000,00 1 40000000 | 1 500.000,00
Barang Milik Daerah SKPD £
Barang Milik
Daerah SKPD
(Dokumen)
ff,:égﬁa‘?,:fogg,;ng Milik 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00
Daerah SKPD
Terlaksananya Pengamanan Barang Jumish Dokurmen
3 Pengamanan Barang 0 1 100.000,00 1 200.000,00 1 300.000,00 1 400,000,00 1 500.000,00
Milik Daerah SKPD =
Milik Daerah SKPD
(Dokumen)
8.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan
Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Jumlah Laporan Hasil
Barang Milik Daerah dan Hasil Penilaian Barang Milik 0 1 100.000,00 1 200.000,00 1 300.000,00 4 400.000,00 1 500.000,00
Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil
Daerah SKPD
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Koordinasi Penilaian

Barang Milik
Daerah SKPD (Laporan)
8.01.01.2.03.0004 - Pembinaan,
Pengawasan, dan Pengendalian Barang 0,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00
Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Pembinaan, Jumla.h Lapidrantias!
Pengawasan, dan Pengendalian PEMbinagn, 0 1 0,00 1 200.000,00 1 300.000,00 400.000,00 1 500.000,00
Barang Milik Daerah pada SKPD Pengawasa.n. dan
Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD
(Laporan)
8.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00
Daerah pada SKPD
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Barang Milik Rekonsiliasi dan 1 1 100.000,00 1 200.000,00 1 300.000,00 400.000,00 1 500.000,00
Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan
Barang Milik
Daerah pada SKPD
(Laporan)
8.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00
Jumlah Laporan
Eﬁﬁﬁf:ﬁ:::?ﬁ:?hm e Penatausahaan ‘Barang 1 1 100.000,00 1 200.000,00 1 300.000,00 400.000,00 1 500.000,00
Milik Daerah pada SKPD
(Laporan)
8.01.01.2.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah 2.300.000,00 18.200.000,00 21.500.000,00 23.600.000,00 26.700.000,00
o S Jumlah Dokumen Hasil
NEISE P et Knrdinas: dan 0 7 230000| 17 1820000000 20 21.500.000,00 2360000000 | 20 2670000000
Kepegawaian Perangkat Daerah i
Pelaksanaaan Sistem 000
Informasi
'_Kejgawaian (Dokumen)
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan 0 1 1 1 1
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
(Qrang)
Jumlah Unit Peningkatan
Sarana dan Prasarana 0 1 1 1 1
Disiplin Pegawai
(Unit)
Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi 0 1 1 1 1
Peraturan
Perundang-Undangan
(Orang)
Jumlah Dokumen
Pendataan dan 0 1 1 1 1
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian (Dokumen)
Jumlah Dokumen
0 1 1 1 1

Monitoring, Evaluasi,

s
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dan Penilaian Kinerja
Pegawai (Dokumen)
8.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana
din Prasaran Disiplin Puijswai 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1,000.000,00
" . ’ Jumlah Unit Peningkatan
P k S
Tersacianya Unit ReningkatinSareia | C ™ i Pracarans 0 1 100.000,00 1 1.000.000,00 1 1,000.000,00 1 100000000 | 1 1,000.000,00
dan Prasarana Disiplin Pegawai e .
Disiplin Pegawai
(Unit)
8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan
Pengolahan Admiisirasi 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Kepegawaian
Jumlah Dokurmen
Terl P
erlaksananya e.nc.iataa‘n dan Pendataan dan 0 1 100.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Pengolahan Administrasi 5 ahan Administrasi
¥ engﬂ ahan ministrasi
Kegegawaisn Kepegawaian (Dokumen)
8.01.01.2.05.0004 - Keordinasi dan
Pelaksanaan Sistem Informasi 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Kepegawaian
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Sistem Informasi Koordinasi dan 0 17 100.000,00 17 1.000.000,00 20 1.000.000,00 20 1.000.000,00 20 1,000.000,00
Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem
Informasi
Kepegawaian (Dokumen)
8.01.01.2.05.0005 - Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 0,00 200.000,00 500,000,00 600.000,00 700.000,00
Pegawai
i . Jumlah Dokumen
Terl M . Evaluasi,
erl aksar!ar'lya ‘OHIFOTWQ valuasi Monitoring, Evaluas, 0 1 0,00 1 200.000,00 1 500.000,00 1 600.000,00 1 700.000,00
dan Penilaian Kinerja Pegawai . o
dan Penilalan Kinerja
Pegawai (Dokumen)
8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 1.000.000,00 5.000,000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00
dan Fungsi
e Jumlah Pegawai
P
TealcsanaiymPaialdian dam Berdasarkan Tugas dan 0 1 100000000 [ 1 500000000 | 1 600000000 | 1 700000000 | 1 8.000.000,00
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas % FE
dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
(Orang)
8.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan 1.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 15.000.000,00
- Jumlah Orang yang
Terl
erlaksananya Sosialisasi Mengikuti Sosialisasi 0 1 1.000.000,00 1 10.000.000,00 1 12.000.000,00 1 13.000.000,00 1 15.000.000,00
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Orang)
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah 88.535.724,00 97.800.000,00 117.400.000,00 143.750.000,00 160.500.000,00
. . Jumiah Laporan
| Pel
nceks Pelayanan Administrasi Umiim | o oyelenggarsan 6 12 sess2| w2 97.800,000,00 12 117.400,000,00 12 14375000000 | 12 160.500.000,00
Perangkat Daerah S
Rapat Koordinasi dan 4,00
Konsultasi
SKPD (Laparan)
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Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang

Disediakan (Dokumen)

Jumlah Laporan
Fasilitasi
Kunjungan Tamu
(Laporan)

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantoryang
Disediakan (Paket)

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan

(Paket)

Jumlah Paket Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan

Kantor yang Disediakan
(Paket)

Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan (Paket)

8.01.01.2.06.0001 -
Penyediaan Komponen
Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.000.000,00 2.000.000,00

3.000.000,00

4,000.000,00

5.000.000,00

Tersedianya Komponen Iinstalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan

Kantor yang Disediakan
(Paket)

1 1 1.000.000,00 1 2.000.000,00

1 3.000.000,00

4,000.000,00

5.000.000,00

8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor

500.000,00 600.000,00

700.000,00

750.000,00

800.000,00

Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan (Paket)

4] 1 500.000,00 1 600.000,00

1 700.000,00

750.000,00

800.000,00

8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

30.312.975,00 32.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantoryang
Disediakan (Paket)

30.312.975.00 4 32.000.000.00

4 35.000.000,00

40.000.000,00

45,000,000,00

8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

5.037.749,00 3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan

Penggandaan yang

2 2 5.037.749,00 2 3.000.000,00

2 3.000.000,00

3.000.000,00

I e
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Disediakan
(Paket)
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan
Tersedanyia Balin Bacaardan Bacaan dan Peraturan 0 1 200.000,00 1 200,000,00 1 200.000,00 1 000| 1 200,000,00
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan
yang
Disediakan (Dokumen)
- Fasilitasi Kunjunga
?:lf T2 0R000=F el WU Agwn 1.476.000,00 5.000.000,00 $500.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00
ilitasi j Jumlah L
iadaltasis s G ot 1 1 147600000 | 1 500000000 | 1 550000000 | 1 600000000 | 1 6500.000,00
Kunjungan Tamu
(Laporan)
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan
Rapat Koord?:asi dan xinsuufii SKPD 50.009.000,00 55.000.000,00 70.000.000,00 90:000.000,00 100.000.000,00
Jumlah Laporan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan 6 12 50.009.000,00 12 §5.000.000,00 12 70.000.000,00 12 90.000.00000 [ 12 100.000.000,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD -
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD (Laporan)
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 62.834.000,00 65.900.000,00 68.300.000,00 71.100.000,00 73.800.000,00
Daerah
Indeks Pelaksanaan Pengadaan Barang Aumighing Sgransidan
Milik Daerah Penunjang Urusan Prasatana Penciioing 0 1 6283400 | 1 £5.900.000,00 1 £8.300000,00 1 71.100.000,00 1 73800.000,00
Pemerintah Daerah Sedung Bk st 000
Bangunan Lainnya yang
Disediakan
{Unit)
Jumlah Unit Peralatan i
dan Mesin Lainnya yang 0 1 1 1 1
Disediakan (Unit)
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau 0 2 2 2 2 2
Lapangan yang
Disediakan (Unit)
Jumlah Paket Mebel " 4
yang Disediakan (Unit) 0 1 1 1
8.01.01.2.07.0002 - Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional atau 31.900.000,00 33.000.000,00 34,000.000,00 35,000.000,00 36.000.000,00
| Lapangan
Tersedianya Kendaraan Dina: Auimiah UnfEKendaraart
. 4 nas Dinas Operasional atau 0 2 31.900.000,00 2 33.000.000,00 34.000.000,00 35.000.000,00 36.000.000,00
Operasional atau Lapangan
Lapangan yang
Disediakan (Unit)
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 5.000.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00
. Jumlah Paket Mebe! 000,
Tersedianya Mebel yang Disediakan (Unit) 0 1 5.000.000,00 1 5.500.000,00 6.000.000,00
8.01.01.2.07.0006 5 Pengadaan 19.400.000,00 20,400.000,00 21.000.000.00
Peralatan dan Mesin Lainnya
A A T E R R OET T TR R L
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Le:ie:'i:ﬁn;:m’am" dan e "Lpa?;ﬂ::a;ang 0 1 19.400.000,00 1 20.400.000,00 21.000.000,00 22.000,000.00 22.000.000,00
Disediakan (Unit)
8.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung 6.534.000,00 7.000.000,00 7.300.000,00 1.600.000,00 7.800.000,00
Kantor atau Bangunan Lainnya
Tersedianya Sarana dan Prasarana j;m‘ah Unit Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau asarana: Pandukiing 0 1 6.534.000,00 1 7.000.000,00 7.300.000,00 7,600.000,00 7.800.000,00
B Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya :
Bangunan Lainnya yang
Disediakan
{Unit}
- [l
gf,:ﬁ,}j;gi,,:;’;’:ﬂ,::ﬁ;f::m 97.917.440,00 99.400.000,00 102.600.000,00 105.800.000,00 108.000.000,00
Daerah
. ’ Jumlah Laporan
Indeks Penyeq:aan Jasa Penunjang Penyedisan Jasa 0 1 97.917.44 1 99.400,000.00 102.600.000,00 105.800.000,00 108.000.
Urusan Pemerintahan Daerah
Peralatan dan 0,00 000,00
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
(Laporan)
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa 1 1 1
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
{Laporan)
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa 4 4 4
Pelayanan Umum Kantor
yang
Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat 1 1 i
Menyurat (Laporan}
o ;23:;3:{’ 1 - Penyediaan Jasa 1.000.000,00 1.200.000,00 1300,000,00 1.400,000,00 1,500.000,00
Penyediaan m i
E’;f;:;:a"ya Sy SRaR L Sret L‘;n;z::’;",:; Sk 1 1 100000000 | 1 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1,500.000,00
Menyurat {Laporan)
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 30.317.440,00 31.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00 34,000.000,00
Listrik
. I Jumlah Laporan
Tersedianye Yasa Komunikasl, Sumbee Penyediaan Jasa 1 1 30.317.440,00 1 31.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00 34,000.000,00
Daya Air dan Listrik o
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
(Laporan)
8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00
A Jumiah Laporan Penyediaan
Tersedianya Jasa Peralatan dan Jasa - Peralatandan 0 1 1.000.000,00 1 1.200.000,00 1.300.000,00
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan (Laporan)
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g f:lf; ni'?%m Kli::]r:zfdaaan Jasa 65.600.000,00 66.000.000,00 68,000.000,00 70.000.000,00 71.000.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum JumishLaparan
ot Penyediaan Jasa 4 4 65.600.000,00 4 66.000.000,00 4 68.000.000,00 70.000.000,00 71.000.000,00
Pelayanan Umum Kantor
yang
Disediakan (Laporan)
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan 25.011.530,00 26,650.000,00 28.200.000,00 29.550.000,00 30.900.000,00
Pemerintahan
Daerah
Jumiah Kendaraan Dinas
Indeks Pemeliharaan Barang Milim | Operasional atau 3 3 2501153000 | 3 2665000000 | 3 28.200.000,00 29,550.000,00 30.900000,00
Daerah pada Perangkat Daerah Lapangan yang s
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak
dan Perizinannya (Unit)
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas 1 1 % 1
Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya (Unit)
Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnyayang 2 2 2 2
Dipelihara (Unit)
Jumilah Sarana dan
Prasarana  Gedung 1 1 1 ;
Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
[ (Unit)
Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung i 1 1 1
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan| 20.011.530,00 21.000,000,00 22.000.000,00 23.000.000,00 24,000,000,00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumiah Kendaraan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 1 20.011.530.00 9 21,000.000,00 1 22.000.000,00 23.000,000,00 24.000.000,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Kendaraan Dinas
Dinas Jabatan yang Dipelihara
Jabatan dan
dibayarkan Pajaknya
{Unit)
8.01.01.2,09.0002 - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 500,000,00 550,000,00 600.000,00 650.000,00 700.000,00
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
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Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Operasional atau 3 3 500.000,00 3 550.000,00 3 60000000 | 3 650.000,00 3 700.000,00
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
Lapangan Dipelihara dan

dibayarkan Pajak

dan Perizinannya (Unit)
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya 1.500.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00
;z:ah?;?: rg?n::;?ehharaan peraistan i:z!s!:‘h r;:::;:.a;a:;n 2 2 1.500.000,00 2 1.700.000,00 2 2.000.000,00 2 2.100.000,00 2 2.200.000,00

Dipelihara (Unit)
8.01.01.2.09.0010 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarans Gedung Kantor stau 1.500.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan | Prasarana  Gedung 1 1 1.500.000,00 1 1.700.000,00 1 1.800.000,00 1 1.900.000,00 1 2.000.000,00
Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya

yang

Dipelihara/Direhabilitasi

(Unit)
8.01.01.2.09.0011 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi  Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung 150000000 1:700.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00
Kantor atau Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumtah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Prasarana Pendukung 1 1 1.500.000,00 1 1.700.000,00 4 1,800.000,00 1 1.900,000,00 1 2000,000.00
Prasarana Pendukung Gedung Kantor | Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Cirehabilitasi

(Unit)
8.01,02 - PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN 750.000.000,00 764.700.000,00 786.111.600,00 815.983.840,00 842.095.325,00
KARAKTER KEBANGSAAN

; .. | Cakupan Penguatan 8.01.0.00.0.00.53.00
Calipan Pengitan wiaciogl Pancaslia Ideolggi Pangcasila dan 100 100 75000000000 | 100 76470000000 | 100 78611160000 | 100 81598384000 | 100 84209532500 | 00~ Badan Kesatuan
dan Karakter Kebangsaan ks Bangsa dan Politik
rakter Kebangsaan
Daerah

(%)
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan
Taknis dan Pemantapan Pefaksanaan 750.000.000,00 764.700.000,00 786.111.600,00 815.983.840,00 842.095.325,00
Bidang Ideclogi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
Jumiah Dokumen Pelaksanaan Juindah
Pembinaan Ideclogi Pancasila dan A - 0 15 750.000.000| 20 764.700.000,00 25 786.111.600,00 a7 815.983.840,00 29 842,095.325,00
Karakter Kebangsaan di tahun n Diita PancaEllE 00

(Orang)

Laporan Hasil

Pembinaan Lanjutan 0 1 1 1 1 1

kepada Purnapaskibraka

Duta

Pancasila (Dokumenj
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Laporan Hasil
Pembinaan Aktivitas
Kepaskibrakaan dan
Laporan Hasil
Pembinaan
Purnapaskibraka
(Dokumen)

Laporan Hasil
Pelaksanaan Tugas
Pumnapaskibraka Duta
Pancasila

(Dokumen)
| SLIOKLImer

Jumlah Paskibraka

(Orang)

27

27

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Ideclogi Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa., Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan (Orang)

Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi
di Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan
Sejarah

Kebangsaan (Orang)

Jumiah Laporan Hasil
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
| Kebangsaan (Laporan)

Jumlah Dokumen
Program Kerja di
Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan

27

27

27

65

27
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Sejarah Kebangsaan
yang
Disusun (Dokumen)
8.01,02.2.01.0001 - Penyusunan
Program Kerja di Bidang ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, 1.000,000,00 1,100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1400.000,00
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka
dan
Sejarah Kebangsaan
Jumlah Dokumen
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Program Kerja di
Ideclogi Wawasan Kebangsaan, Bela | Bidang Ideologi
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran | Wawasan Kebangsaan, 0 1 1.000.000,00 1 1.100.000,00 1.200.000,00 1 1.300.000,00 1.400.000,00
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan | Bela Negara, Karakter
Sejarah Kebangsaan Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan
yang
Disusun (Dokumen)
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, 10.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka
dan Sejarah
Kebangsaan
Jumlah Orang yang
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Mengikuti Pelaksanaan
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela | Kebijakan di Bidan
Negara, Karakter Bangss, Pembsuran | asplog) g 0 60 1000000000 | €2 1100000000 1200000000 | 65 1300000000 1400000000
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan | Kebangsaan, Bela
Sejarah Kebangsaan Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan (Orang)
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang ldeologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, 267.500.000,00 274.300.000,00 279.311.600.00 294.783.840,00 307.495.325,00
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah
Kebangsaan
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Terlaksananya Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela

Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi
di Bidang Ideclogi

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran | wawasan 500 600 267.500.000,00 600 274.300.000,00 600 279.311.600,00 600 294.783.840,00 600 307.495.325,00
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan | Kebangsaan, Bela
Sejarah Kebangsaan Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan
Sejarah
Kebangsaan (Orang)
8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan
Manitering Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang ldeologi Wawasan 10.000.000,00 13.000.000,00 17.000.000,00 19.000,000,00 20.000.000,00
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Terlaksananya Monitoring Evaluasi "uml_ah !_'apora" Has.ll
dan Pelaporan di Bidang Ideologi Manitaring _E‘,'aluas' dan
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, | Pe/2°0r2" &1 Bidang 0 1 1000000000 | 1 1300000000 [ 1 1700000000 | 1 1900000000 | 1 2000000000
Ideologi Wawasan S AL 000000, .000.000, .000.000,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Kabangsaan, :Bals
Sejarah Kebangsaan Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan (Laporan)
8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan
terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1400.000,00
Purnapaskibraka
Laporan Hasil
Terlaksananya pembinaan aktivitas | Pembinaen  Aktivitas 0 1 100000000 | 1 110000000 | 1 120000000 | 1 130000000 1 1400.000,00
kepaskibrakaan dan purnapaskibraka | Kepaskibrakaan dan
Laporan Hasil
Permbinaan
Purnapaskibraka
(Dokumen)
(01 RG0S~ Fembson 457.500.000,00 460.000.000,00 470,000.000,00 480.000.000,00 490.000.000,00
;:LZE$"k::;E:s"ka" g ::I;rmlal'; Paskibraka 27 27 45750000000 | 27 46000000000 [ 27 47000000000 | 27 48000000000 | 27 490.000.000,00
ang
8.01.02.2.01,0009 - Pembinaan
Lanjutan kepada Pumnapaskibraka 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1:400.000,00
Duta Pancasila
A 5 Laporan Hasil
Terlaksananya Psnl'nbmaan Lanjutan PesnbinasH LA 0 5 1.000.000,00 1 1.100.000,00 ] 1.200.000,00 1 1.300.000,00 i 1.400.000.00
kepada Purnapaskibraka Duta .
Pancasila kepada Purnapaskibraka
Duta
Pancasila (Dokumen)
8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00

Purnapaskibraka Duta Pancasila
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Terlaksananya penugasan Laporan Hasil
3 . Pelaksanaan Tugas 0 1 1.000.000,00 1 1.100.000,00 1 1.200.000,00 1 1.300.000,00 1 1.400.000,00
Purnapaskibraka Duta Pancasila i
Purnapaskibraka Duta
Pancasila
(Dokumen)
8.01.02.2.01.0011 -
Pengangkatan Purnapaskibraka 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00
Duta Pancasila
zzrt:";::‘c"a‘;,a,f” wapaskibaks i,‘f::::ask-’bmka 0 15 100000000 | 20 200000000 | 25 300000000 | 27 400000000 | 29 5,000.000,00
Duta Pancasila
(Qrang)
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI 750,000.000,00 764.700.000,00 786,111.600,00 815.983,840,00 842.095.324,00
PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
80100000053.00
Persentase Pendidikan Politik pada Prosentasi Pendidikan 0 - Badan Kesatuan Bangsa
Kikder Piafkal PR Politik pada Kader 0 100 750.000.000,00 100 764.700.000,00 100 786.111.600,00 100 815.983,840,00 100 842.095.324,00 dan Pk Daerah
Partai (%)
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan 750.000.000,00 764.700.000,00 786.111.600,00 815.983.840,00 842,095.324,00
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik
Jumlah Laporan
MO men el Keghatan s 1 1 750000000 1 764.700.00000 1 786.111.600,00 1 815.983.840,00 1 842085,
Pembinaan Politik Dalam Negeri 4 ; 00
ugas Paskibraka /
(Kegiatan)
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, 100 30 35 40 45
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah (Orang)
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Jurlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budays Politik,

Peningkatan Demokrasi, 200 30 30 30 30 10
Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daersh, serta
Pemantauan

Situasi Politik di Daerah

(Orang)
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, 0 1 1 1 1 1
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

(Laporan)
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokras, Fasilitasi Kelembagaan 736.132.000,00 745.250.000,00 758.255.800,00 775.491.920,00 790.747.767,00
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilinan Umum/Pemilihan
Umumn Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Jumlah Orang yang
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Mengikuti Pelaksanaan
Pendidikan Politik, Etika Budaya Kebijakan di Bidang
Politik, Peningkatan Demokrasi, Pendidikan Politik, Etika
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, | Budaya Politik, 100 30 736.132.000,00 35 745.250.000,00 40 758.255.800,00 45 775491.920,00 47 790.747.767,00
Perwakilan dan Partai Politik, Peningkatan Demokrasi,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Fasilitasi Kelembagaan
Kepala Daerah, serta Pemantauan Pemerintahan,
Situasi Politik di Daerah Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan

Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah (Orang)
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8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi £6.580.000,00 6.600.000,00 6.800.000,00 7.000.000,00 7.200.000,00
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Terlaksananya Koordinasi di Bidang J”mhh Orang yarTg .
Pendidikan Politik, Etika Budaya Mergikutl ‘Kaardines)
i 1 s di Bidang Pendidikan
Politik, Peningkatan Demokrasi, paliik Erika B
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, | POik Etika Budaya 200 6.580,000,00 30 660000000 [ 30 6.800.000,00 700000000 30 7.200,000,00
Perwakilan dan Partai Politik, Palitik; Peningkstan
i P Demokrasi, Fasilitasi
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kéleribatsari
Kepala Daerah, serta Pemantauan Pemerintihan
Situasi Politik di Daerah . ’ .
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Palitik di Daerah
(Orang)
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan
Monitering, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan SRR 2000 20503 6:100.000.00 6.200.000,00 6.500.000,00
Pemerintahan, Perwakilan dan Partal
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Terlaksananya Monitering, Evaluasi Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Pendidikan | dan Pelaporan di Bidang
Politik, Etika Budaya Politik, Pendidikan Politik, Etika
Peningkatan Dernokrasi, Fasilitasi Budaya Politik, 0 5.788.000,00 1 6.000.000,00 1 6.100.000,00 6.200.000,00 1 6.500.000,00
Kelembagaan Pemerintahan, Peningkatan Demokrasi,
Perwakilan dan Partai Politik, Fasilitasi Kelembagaan
Pemiliban Umum/Pemilihan Umum | pemerintahan,
Kepala Daerah, serta Pemantauan Perwakilan dan Partai
Situasi Politik di Daerah Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
(Laporan)
e Pelalksanaen tuges 1.500.000,00 £.850.00000 14.955.800,00 2729192000 37647.557,00
Jumiah Laporan Kegiatan
Terlaksananya penugasan paskibraka | Pelaksanaan Tugas 1 1.500.000,00 1 6.850.000,00 1 14.955.800,00 27.291.920,00 1 37.647.557,00
Paskibraka (Kegiatan)
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8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENGAWASAN ORGANISASI 75.000.000,00 76.470.000,00 78.611.160,00 81.598.387,00 84.209.537,00
KEMASYARAKATAN
£.01.0.00.0.00.53.00
Persentase Organisasi Kemasyarakatan | o . ace rmas yang 52 56 75.000.000,00 57 7647000000 [ 58 7861116000 [ 59 8150838700 | €0 84.209537,00 | 00-Badan Kesatuan
gamg Ak AktiF @) Bangsa dan Politik
Daerah

8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 75.000.000,00 76470.000,00 78:611.160,00 81.508.387.00 8420953700
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

Jumlah Laporan Hasil

Monitoring, Evaluasi
Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pelaporan di
Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi | gidang Pendaftaran 0 6 75.000.00 6 76.470.000,00 [ 78.611.160,00 6 81,598.387,00 6 84.209.
Kemasyarakatan di tahun n Ormas, Perberdayaan 0.00 537,00

Ormas, Evaluasi dan

Mediasi Sengketa

Ormas, Pengawasan

Ormas dan Ormas

Asing di Daerah (Laporan))

Jumlah Orang yang

Mengikuti

Pelaksanaan Kebijakan

diBidang Pendaftaran o ) 0 50 50 50

Ormas, Pemberdayaan

Ormas, Evaluasi dan

Mediasi Sengketa

Ormas, Pengawasan

Ormas dan Ormas

Asing di Daerah (Qran

Jumiah Orang yang

Mengikuti Koordinasi di

Bidang Pendaftaran 40 30 40 a3 45 a7

Ormas, Pemberdayaan

Ormas, Evaluasi dan

Mediasi Sengketa

Ormas, Pengawasan

Ormas dan

Ormas Asing di Daerah

{Orang)
8.01.04.2,01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, 25.000.000,00 24.470.000,00 24.611.160,00 25.598.387,00 26.209.537,00
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Orang yang
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Mengikuti
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Pelaksanaan Kebijakan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa | di Bidang Pendaftaran 40 50 25.000.000,00 50 24.470,000,00 50 24,611.160,00 50 25.598.387,00 50 26.209.537,00
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas | Ormas, Pemberdayaan
Asing di Daerah Ormas, Evaluasi dan

g
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Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah (Orang)

8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 40.000.000,00 41.000.000,00 42.000.000,00 43.000.000,00 44.000.000,00
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing

di
Daerah
Terlaksananya Koordinasi di Bidang | JU™iah Orangyang
Mengikuti Koordinasi di
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan i
Bidang Pendaftaran 40 30 40.000.000,00 40 41.000.000,00 43 42.000.000,00 45 43,000.000,00 47 44.000.000,00

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan

Ormas Asing di Daerah
(Orang)

8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendaftaran Ormas, 10.000.000,00 11.000,000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 14,000.000,00
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran | dan Pelaporan di
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Bidang Pendaftaran o . tR09aam0 & Shovanmed 4 1RA000000 B TR g e

Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas| Ormas, Pemberdayaan
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing | Ormas, Evaluasi dan

di Daerah Mediasi Sengketa

Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas

Asing di Daerah (Laporan)

8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN KETAHANAN 75.000.000,00 76.470.000,00 78.611.160,00 81,598.386,00 84.209,533,00
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Persentase Kebijakan di Bidang Prosentase Kebijakan di
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Bidang Ketahanan 8.01.0.00.0.00.53.00
dan Fasilitasi Pencegahan Ekonomi, Sosial, Budaya 0 75 75.000.000,00 75 76.470.000,00 75 78611.160,00 75 81.598.386,00 75 84209.533,00 | 00-Badan Kesatuan
Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi | dan Fasilitasi Bangsa dan Politik
Kerukunan Umat Beragama dan Pencegahan Daerah
Penghayat Kepercayaan Penyalagunaan
di Daerah yang Dilaksanakan Narkotika, Fasilitasi KUB

dan Penghayat

Kepercayaan

di Daerah yang

dilaksanakan (%)
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8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 75.000,000,00 76.470.000,00 78.611.160,00 81.598.386,00 84.209.533,00
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya
Jumiah Crang yg Mengikuti
Koordinasi di Bid Ketahanan
Jumiah Dokumen Pelaksanaan Esomi, Sosial, Budayw dan
: ¢ Fasilitasi Pencegahan
Pembinaan Ketahanan Ekonomi Peryslaguniin Nakatlka 20 25 7500000 25 7647000000 25 7861116000 2 81.598.386,00 25 84209,
Sosial,Budaya dan Fasilitasi Kerukunan | o o 5 b nan Umat 0,00 533,00
Umat Beragama di tahun n Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
(Orang)
Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, 30 30 30 30 30 30
Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah
(Orang)
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, 3 6 6 6 6 6
Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah
(Laporan)
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 25,000.000,00 24.470.000,00 24.611.160,00 25.598.386,00 26.209.533,00
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Jumlah Orang yang
Terlaksananya Kebijlakan. di Bidang Mengikuti Pelaksanaan
e | ebiokan i iang
Nl o aa Yot oo Uit Ketahanan Ekonomi, 30 30 25.000.000,00 30 24.470,000,00 30 24611.160.00 30 25.598.386,00 30 26.209.533,00
Beragama dan Penghayat Kepercayaan | Sosial, Budaya dan
di Daerah Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
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Penghayat Kepercayaan

di Daerah

(Orang)
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 40.000.000,00 41.000,000,00 42,000.000,00 43.000.000,00 44,000.000,00
Pencegahan Penyalagunaan Narkatika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumilah Qrang yang
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Mengikuti Koordinasi di
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Bidang Ketahanan
dan Fasilitasi Pencegahan Ekonomi, Sosial, Budaya 20 25 40.000.000,00 25 41,000,000,00 25 42,000.000,00 25 43.000.000,00 25 44.000,000,00
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi | dan Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Pencegahan
Penghayat Kepercayaan di Daerah Penyalagunaan

Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat

Beragama dan

Penghayat Kepercayaan

di Daerah

(Orang)
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan
Meonitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan 10.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumilah Laporan Hasil
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Ketahanan | dan Pelaporan di Bidang
Ekenomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi | Ketahanan Ekonomi, 6 6 10.000.000,00 6 11.000.000,00 6 12.000.000,00 6 13.000.000,00 6 14.000.000,00
Pencegahan Penyalagunaan Sosial, Budaya dan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat | Fasilitasi Pencegahan
Beragama dan Penghayat Penyalagunaan
Kepercayaan di Daerah Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat

Beragama dan

Penghayat Kepercayaan

di Daerah

(Laporan)
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN 900.000.000,00 917.640.000,00 943.333.920,00 979.180.608,00 1.010.514.389,00
FASILITASI PENANGANAN KONFUIK
SOSIAL

801,00000053.00
Persentase Konflik Sosial yang Prosentase Konflik Sosial 00 - Badan Kesatuan Bangsa
Disdtesniion yang Diselesaikan (%) a 100 900.000.000,00 100 917.640.000,00 100 943.333.920,00 100 979.180.608,00 100 1.010.514.389,00 dan Poitik Daerah
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8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan 900.000,000,00 917.640.000,00 943.333920,00 979.180.608,00 1.010.514.389,00
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan
Konflik Sosial

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Al Dok e

Pemartapan Kewaspadean Nasionsl | = aksanaan Forum 12 12 900000000 12 917.640.000,00 12 94333392000 12 979.180.608,00 12 1010514,

dan Penanganan Konflik Sosial di Koordinasi Pimpinan 00 389,00
Daerah
tahun n

Kabupaten/Kota
(Dokumen)
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, 6 6 6 6 6 6
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan
Konflik di Daerah
| (Laporan)
Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Ora
Asing, Tenaga Kenga 4 0 52 54 5% 58
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah (Orang)
Jumlah Orang yang
Mengikuti pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, 45 63 65 66 67 68
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan
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Konfiik di Daerah (Orang)
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan|
di Bidang Kewaspadaan Dini, KerjaSama
Intelijen, Pemantauan Orang  Asing, Tenaga
Kerja A: n Lembaga Asing,
ok el 12900000000 130.000.000,00 13600000000 14200000000 144514,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 389,00
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik
di Daerah
Jumlah Orang yang
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Mengikuti pelaksanaan
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Kebijakan di Bidang
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, | Kewaspadaan Dini, Kerja
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Sama Intelijen, 45 63 129.000.000,00 65 130.000.000,00 136.000.000,00 67 142.000.000,00 68 144514,
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar | pemantauan Orang 389,00
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Asing, Tenaga Kerja
Bidang Kewaspadaan, serta Asing dan Lembaga
Penanganan Konflik di Daerah Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan
Konflik di Daerah (Orang)
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan 25,000.000,00 28.640.000,00 33.000.000,00 39.180.608,00 42.000.
Lembaga Asing, Kewaspadaan 000,00
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik
di Daerah
Jumlah Orang yang
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Mengikuti Koordinasi di
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Bidang Kewaspadaan
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, | Dini, Kerja Sama Intelijen,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Pemantauan Orang 45 50 25,000.000,00 52 28.640.000,00 33.000.000,00 56 39.180.608,00 58 42.000.
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar | Asing, Tenaga Kerja 000,00
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Asing dan Lembaga
Bidang Kewaspadaan, serta Asing, Kewaspadaan
Penanganan Konflik di Daerah Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
{Orang)
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8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intefijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing;, Kewaspadaan Perbatasan| 15.000.000,00 19,000.000,00 22.000.000,00 28.000,000,00 29.000.000,00
antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah
Jumlah Laporan Hasil
[Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan | Monitoring, Evaluasi
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,| dan Pelaporan di Bidang
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang| Kewaspadaan Dini, Kerja
|Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembagal sama Inteljjen, 16 3 15.000.000,00 6 19.000.000,00 6 122.000,000,00 le 28.000.000,00 6 29,000.000,00
|Asing, Kewz{s.rsan:i_aan Perbatasan "am.ar Pemantauan Orang
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bndang Asing, Tenaga Kerja
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik|
4i Daerah Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan
Konflik di Daerah
(Laporan)
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah 1731.000.000,00 [740.000.000,00 1752.333.920,00 [770.000.000,00 1795.000.000,00
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil
Terlaksananya Forum Keordinasi Pelaksanaan Forum 2 12 1731.000.000,00 o 1740.000.000,00 > 1752 333.920,00 12 /70.000.000,00 2 95.000.000,00
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pimpinan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Dokumen)
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4.4 Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional
yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung
pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan
berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan
pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program

Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah

ini:
Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah
No | Program Prioritas Outcome ; Kegiatan / Sub Kegiatan Ket

1 2 3 4 5
Penguatan Ideologi Terwujudnya Penguatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Mendukung
Pancasila Dan Ideologi Pancasila, Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi | Program Ende
Karakter Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Pancasila dan Karakter Kebangsaan Toleran

dan Karakter Bangsa

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Pembentukan Paskibraka

Peningkatan Peran Terwujudnya Pendidikar| Perumusan Kebijakan Teknis dan

Partai Politik Dan Politik Pada Kader Politik Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Lembaga Pendidikan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Melalui Pendidikan Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Politik Dan Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
Pengembangan Etika dan Partai Politik, Pemilihan

Serta Budaya Politik Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,

serta Pemantauan Situasi Politik Daerah

Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di
Daerah

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
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Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Pemberdayaan dan Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pengawasan Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Organisasi Pengawasan Ormas Pemberdayaan dan Pengawasan

Kemasyarakatan ti’é‘:‘dap Ormas yang | Organisasi Kemasyarakatan
a

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pembinaan Dan Terwujudnya
Pengembangan Pelaksanaan Kebijakar
Ketahanan Ekonomi, diko bidangSos K;Etanggaﬂ
i Ekonomi, ial, B G
05, Do Pudirye dan Fasilita}(si Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pencegahan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Penyalagunaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Narkotika, Fasilitasi KUB,
dan Penghayat
Kepercayaan di daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Peningkatan Terwujudnya

Kewaspadaan Penyelesaian Konflik

Nasional Dan Sosial yang terjadi Perumusan Kebijakan Teknis dan

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan

Dan Fasilitasi Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Penanganan Konflik

Sosial
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah
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Pelaksnaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksnaan Monev di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja

Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran

keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan

dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan

tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk

mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kabupaten Ende sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende
TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN mse;.fvs KET.
20 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11)
1. Cakupan Pembinaan Persen 66,60% 66,90% |67,10% | 67,30% | 67,40% | 67,50% | 68,00%
wawasan Kebangsaan
dan Karakter bangsa,
bagi masyarakat dan
Generasi Muda
2. Nilai AKIP Badan Predikat B B B B B BB BB
Kesbangpol Daearah
Kab. Ende

4.6 Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun

2025-2029.

Sebagai upaya untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan program-program

Kesatuan Bangsa dan Politik, disusunlah Indikator Kinerja Kunci (IKK).
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Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende
Target Tahun

No Indikator Satuan 2026 2027 2028 2029 2030
i 2 3 4 X 6 7 8

1 | Cakupan Penguatan
Ideologi Pancasila dan % 100 100 100 100 100
Karakter Kebangsaan

2 | Persentase Pendidikan
Politik Pada Kader Partai % 100 100 100 100 100
Politik

3 | Persentase Organisasi

Kemasyarakatan Yang % 55 56 58 59 59
aktif

4 | Persentasi kebijakan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi
Pencegahan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di daerah yang
dilaksanakan

% 75 75 79 75 75

5 | Persentase Konflik

0,
Sosial yang diselesaikan Yo 100 100 100 100 100

6 | Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Perangkat
Daerah secara efektif
dan efisien selama 1
Tahun

% 100 100 100 100 100
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BAB V
PENUTUP

Demikian penyusunan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah
( Renstra OPD ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun
2025- 2029 yang memuat prioritas pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah dengan maksud membuat landasan
dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan
program pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memberikan konstribusi
dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ende serta dapat mencapai Target
yang telah ditetapkan pada Visi Misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPIMD
Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029.

Dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 — 2029, perlu diatur hal-hal yang berkaitan
dengan kaidah pelaksanaannya. Kaidah — kaidah pelaksanaan Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah prinsip — prinsip yang menjadi
pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka
ditetapkan kaidah — kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan,
Program, Kegiatan Prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan berpedoman pada RPIMD
Kabupaten Ende Tahun 2025-2029

2. Pelaksanaan RENSTRA harus konsisten dengan tujuan dan sasaran strategis
yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, konsisten ini memastikan bahwa
semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan berada pada jalur
yang benar

3. Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Badan Kesbangpol Daerah pada tahun
2026 sampai dengan tahun 2029 berpedoman pada Renstra Badan Kesbangpol
Daerah Tahun 2025 - 2029.

Demikian Renstra Badan Kesbangpol Daerah ini disusun agar dapat
mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Daerah secara
berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dalam

e




pencapaian, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende.

Paraf Koordinasi Paraf Hierarki

Plt Kepala Badan Kesbangpolda Plt. Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Hukum Asisten Pemerintahan & Kesra /
Plt.Kepala Badan Kesbangpolda
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